
PERATURAN BUPATI TANAH DATAR 
NOMOR 12 TAHUN 2015 

TENTANG 

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI 
DAN STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH NAGARI 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TANAH DATAR, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Nagari yang sesuai dengan prinsip 
pengelolaan keuangan nagari yang dikelola secara tertib, 
taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, 
ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan 
memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat 
untuk masyarakat, perlu Pedoman Penyusunan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Nagari dan Standar Biaya Umum 
Pemerintah Nagari; 

b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2014 tentang 
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Nagari dan Standar Biaya Umum Pemerintah Nagari 
disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi saat ini 
sehingga perlu diganti, 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Nagari dan Standar Biaya Umum Pemerintah 
Nagari; 

d. bahwa untuk memenuhi sebagaimana huruf a dan c perlu 
ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam 
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 
Nomor 25); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

3. Undang-Undang 
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3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5495); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua 
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5539); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 
Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5558); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); 

11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal 
dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang 
Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan 
Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158); 

12. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 
Tahun 2007 tentang Ketep.tuan Pokok Pemerintahan 
Nagari (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat 
Tahun 2007 Nomor 2); 

3.Peraturan Daerah 
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13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 
Tahun 2008 tentang Nagari (Lembaran Daerah 
Kabupaten Tanah Datar Tahun 2008 Nomor 2 Seri E) 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI DAN 
STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH NAGARI. 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Kabupaten adalah Kabupaten Tanah Datar. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Tanah Datar. 

4. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah 
yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, 
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak 
asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam 
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

5. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan 
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. 

6. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dibantu Perangkat Nagari sebagai 
unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari. 

7. Wali Nagari adalah pimpinan Pemerintah Nagari. 

8. Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari yang selanjutnya disingkat BPRN 
adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya 
merupakan wakil dari penduduk Nagari berdasarkan keterwakilan wilayah 
dan ditetapkan secara demokratis. 

9. Jorong adalah bagian wilayah kerja nagari dalam pelaksanaan 
pemerintahan yang dipimpin oleh seorang Kepala Jorong. 

10. Peraturan Nagari adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan 
oleh Wali Nagari setelah dibahas dan disepakati bersama Badan 
Permusyawaratan Rakyat Nagari. 

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang selanjutnya disebut APB 
Nagari adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan nagari. 

12. Peraturan Wali Nagari adalah Peraturan perundang-undangan yang 
ditetapkan oleh Wali Nagari yang bersifat mengatur dalam rangka 
melaksanakan peraturan nagari dan peraturan perundang-undangan yang 
lebih tinggi. 

13. Keputusan Wali Nagari adalah penetapan yang dibuat oleh Wali Nagari 
yang bersifat konkrit, individual dan final. 

14•Da_na Nagari., 
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14. Dana Nagari adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Nagari yang ditransfer melalui 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan 
untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan 
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan 
masyarakat. 

15. Alokasi Dana Nagari yang selanjutnya disingkat ADN, adalah dana 
perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. 

16. Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus adalah dana yang digunakan 
untuk membantu capaian kinerja program prioritas pemerintah nagari 
sesuai dengan bidang pemerintahan. 

17. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan 
Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan 
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten. 

18. Penghasilan tetap dan/atau Tunjangan adalah uang yang diberikan setiap 
bulan kepada Wali Nagari dan Perangkat Nagari serta Pimpinan dan 
Anggota BPRN sehubungan dengan tugas pokok dan fungsinya. 

19. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan-kegiatan yang 
sifatnya tidak dapat diprediksi, diluar kendali dan pengaruh pemerintah 
nagari, serta tidak biasa/ tanggap darurat, yang mendesak dan tidak 
tertampung dalam bentuk program dan kegiatan, seperti penanggulangan 
bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya 
termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan nagari tahun-tahun 
sebelumnya yang telah ditutup. 

20. Pelaksana Teknis pengelolaan Keuangan Nagari yang selanjutnya disingkat 
PTPKN adalah unsur perangkat nagari yang membantu Wali Nagari untuk 
melaksanakan pengelolaan keuangan nagari; 

Pasal 2 

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai Pedoman dalam Penyusunan 
APBNagari dan sebagai standar dalam penetapan besaran belanja keuangan 
pemerintah nagari. 

Pasal 3 

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk melaksanakan : 

a. Prinsip pengelolaan keuangan nagari yang transparan, akuntabel, 
partisipatif, efektif, efisien dan ekonomis. 

b. pengelolaan keuangan nagari secara tertib dan disiplin sesuai peraturan 
perundang-undangan. 

Pasal 4 
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Pasal 4 

(1) Pedoman penyusunan APBNagari dan standar biaya umum pemerintah 
nagari sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini, terdiri 
dari : 

a. Lampiran I : Pedoman Penyusunan Pendapatan, Belanja, 
Pembiayaan dan Standar Biaya Umum 
Pemerintahan Nagari 

b. Lampiran II : Format Rencana Anggaran Pendapatan, Rencana 
Anggaran Belanja/Biaya dan Rencana Anggaran 
Pembiayaan. 

c. Lampiran III : Pedoman Kode Kecamatan dan Nagari 

d. Lampiran IV : Pedoman Kode dan Daftar Bidang dan Kegiatan 
Menurut Kewenangan Pemerintahan Nagari 

e. Lampiran V : Pedoman Kode Rekening Pendapatan, Belanja dan 
Pembiayaan Pemerintahan Nagari 

(2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang 
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini 

Pasal 5 

Apabila terjadi kerugian keuangan negara dan/ atau daerah serta 
permasalahan hukum dikemudian hari dalam penyusunan dan pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, Wali Nagari bertanggungjawab 
sepenuhnya/ mutlak. 

Pasal 6 

Pada saat peraturan bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 
12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan APBNagari dan Standar Biaya 
Umum Pemerintah Nagari (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar 2014 Nomor 
12 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 7 

144 -4a1 yang be1i y d;iatur mengenai pecionmn penyusinan Anggaran 
PenUapatn cleiP 13o1anja Nagari cl4p Sana iya Umum Perlwrlitah Ngwiri 
aim1 raturar 13ppati in4 444 i ir lekih laniut . 

}44$ai 8 
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Pasal 8 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah 
Datar. 

Ditetapkan di Batusangkar 
Pada tanggal 4 Mei 2015 

BUPATI TANAH DATAR 

ttd 

M. SHADIQ PASADIGOE 

Diundangkan di Batusangkar 
Pada tanggal 4 Mei 2015 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN TANAH DATAR 

ttd 

HARDIMAN 

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2015 NOMOR 12 

Sain -i sesuai dengan aslinya 
Hukum dan HAM 
Tanah Datar 

tzi 

JA 

,V-Le,oe‘ 

LDI,SH,SSos 
ma / IV.a 

Ni 71130 199202 1 002 
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LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI TANAH DATAR 

NOMOR : TAHUN 2015 

TENTANG : PEDOMAN PENYUSUNAN APB NAGARI DAN 
STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH NAGARI 

I. PEDOMAN PENYUSUNAN PENDAPATAN NAGARI 

Pendapatan nagari yang dianggarkan dalam APBNagari merupakan : 

a. Perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta 
dasar hukum penerimaannya. 

b. Seluruh pendapatan nagari dianggarkait secara bruto dalam APBNagari, 
yaitu bahwa jumlah pendapatan nagari yang dianggarkan tidak boleh 
dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan 
pendapatan tersebut. 

Pendapatan Nagari yang dianggarkan dalam. Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Nagari dildasifikasikan menurut kelompok dan jenis : 

1. PENDAPATAN ASLI NAGARI (PANagari) 

Pendapatan Asli Nagari terdiri dari: 

a. hasil usaha (tidak dikelola langsung oleh nagari) 

1) hasil Badan Usaha Milik Nagari 
2) Usaha Ekonomi Nagari Simpan Pinjam 
3) Lumbung Pangan Masyarakat Nagari 
4) tanah kas nagari 
5) Lain-lain Hasil Usaha Nagari Yang Sah 

b. hasil aset (dikelola langsung oleh nagari) 

1) tambatan perahu 
2) pasar nagari; 
3) bangunan nagari; 
4) objek wisata yang dikelola oleh nagari; 
5) pemandian umum yang dikelola oleh nagari; 
6) ulayat nagari; 
7) jaringan irigasi/perairan dalam batas tertentu yang diurus oleh 

nagari; 
8) tempat-tempat pemancingan ikan di sungai; 
9) pelelangan ikan yang dikelola oleh nagari; 
10) jalan nagari; 
11) aset bekas desa yang ada dalam nagari; 
12) lain-lain kekayaan nagari. 

c. Swadaya, partisipasi dan gotong royong 

Adalah merupakan pendapatan yang diterima nagari dari hasil 
membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta 
masyarakat berupa tenaga, barang yang dinilai dengan uang. 

d. Lain-lain pendapatan asli nagari. 

1) hasil pungutan nagari (selain jasa pelayanan surat pengantar, 
surat rekomendasi dan surat keterangan); 

2) jasa giro; 
3) pendapatan bunga 
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3) pendapatan bunga tabungan dan bunga deposito; 
4) penerimaan atas tuntutan ganti kerugian nagari; 
5) pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan; 
6) pendapatan denda hasil pengelolaan kekayaan nagari; 
7) hasil pengelolaan dana bergulir 
8) penerimaan lain-lain nagari. 

Kebijakan : 

Penganggaran pendapatan nagari yang bersumber dari PANagari 
memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 

1. Kondisi perekonomian yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, 
perkiraan pertumbuhan ekonomi pada tahun berkenaan dan realisasi 
penerimaan PAN tahun sebelumnya, serta ketentuan peraturan 
perundang-undangan terkait. 

2. Tidak memberatkan masyarakat dan dunia usaha. 

3. mencantumkan dasar hukum pungutan nagari berkenaan dan 
dilarang menganggarkan pendapatan pungutan nagari yang belum ada 
dasar hukumnya meskipun potensinya ada. 

4. Tidak melakukan pungutan dan tambahan biaya terhadap pajak dan 
retribusi baik yang sudah dipungut maupun belum dipungut oleh 
Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Propinsi. 

5. penganggaran pendapatan asli nagari berdasarkan target yang terilkur 
dan dapat direalisasikan disertai dengan perhitungannya. 

6. penganggaran pendapatan asli nagari dirinci sesuai dengan kelompok 
dan jenis objek berkenaan. 

7. apabila potensi tidak terdapat dalam nagari, target pendapatan asli 
nagari tidak dianggarkan. 

8. apabila Badan Usaha Milik Nagari dalam keadaan rugi, target 
pendapatan tidak dapat dianggarkan. 

9. Nagari dilarang melakukan pungutan atas jasa layanan administrasi 
yang diberikan kepada masyarakat Nagari, meliputi: 

a. surat pengantar; 
b. surat rekomendasi; dan 
c. surat keterangan. 

10. Nagari berwenang melakukan pungutan atas jasa usaha seperti 
tempat pemandian umum, wisata nagari, pasar Nagari, tambatan 
perahu, keramba ikan, tempat pelelangan ikan, dan lain-lain. 

11. Nagari dapat mengembangkan dan memperoleh bagi hasil dari usaha 
bersama antara pemerintah Nagari dengan masyarakat Nagari. 

2. PENDAPATAN TRANSFER 
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2. PENDAPATAN TRANSFER 

Pendapatan Transfer nagari terdiri dari : 

2.1 Dana Nagari 

Dana Nagari diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan 
pemberdayaan masyarakat. 

2.1 Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah 

Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah 
pendapatan yang diterima oleh nagari yang bersumber dari bagian 
dari realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 

2.2 Alokasi Dana Nagari 

Alokasi Dana Nagari adalah dana perimbangan yang diterima 
Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. 

2.3 Bantuan Keuangan 

Merupakan bantuan keuangan yang bersumber dari anggaran 
pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan 
dan belanja daerah kabupaten kepada nagari, yang terdiri atas 
bantuan keuangan yang bersifat umum dan bantuan keuangan 
yang bersifat khusus. 

Kebijakan : 

Penganggaran pendapatan nagari yang bersumber dari dana transfer 
memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 

1. Penganggaran Dana Transfer dialokasikan sesuai informasi resmi 
dari pemerintah kabupaten mengenai besaran dan penerima Alokasi 
Dana Transfer. 

2. Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukkan dan 
penggunaannya diserahkan sepenu.hnya kepada Nagari penerima 
bantuan dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pemerintah 
daerah di Nagari. 

3. Bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukkan dan 
pengelolaannya ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi 
bantuan dalam rangka percepatan pembangunan nagari dan 
pemberdayaan masyarakat. 

4. Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada 
pemerintah nagari yang bersumber dari bagian dari realisasi Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah dipergunakan antara lain untuk 
menunjang pemungutan pendapatan daerah. 

5. Alokasi Dana Nagari antara lain digunakan untuk mendanai 
penyelenggaraan pemerintahan nagari, pelaksanaan pembangunan 
nagari, pembinaan kemasyarakatan nagari, pemberdayaan 
masyarakat nagari, operasional Raskin dan operasional petugas 
registrasi nagari. 

6. Penggunaan Dana Nagari mengacu kepada peraturan perundang-
undangan. 

7. Tidak menganggarkan pendapatan dana transfer yang belum ada 
dasar hukum/informasi resminya. 

3. PENDAPATAN LAIN LAIN 
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3. PENDAPATAN LAIN LAIN 

Pendapatan lain-lain terdiri atas : 

a. Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat; 

Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang ticiak mengikat adalah 
pemberian berupa uang dari pihak ketiga. 

b. Lain-lain pendapatan nagari yang sah. 

Lain-lain pendapatan nagari yang sah antara lain pendapatan sebagai 
hasil kerjasama dengan pihak ketiga dan bantuan perusahaan yang 
berlokasi di nagari. 

Kebijakan : 

- Pendapatan hibah dianggarkan dalam APBNagari setelah adanya 
kepastian pendapatan hibah dari calon pemberi hibah yang didasarkan 
pada perjanjian hibah antara calon pemberi hibah dengan Wali Nagari. 

- Pendapatan yang bersumber dari sumbangan pihak ketiga, baik dari 
badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat 
maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai 
konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga 
atau pemberi sumbangan, dianggarkan dalam APBNagari setelah 
adanya kepastian pendapatan dimaksud. 

II. PEDOMAN PENYUSUNAN BELANJA 

Belanja Nagari harus digunakan untuk pelaksanaan kewenangan Nagari 
meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, 
pelaksanaan Pembangunan Nagari, pembinaan kemasyarakatan Nagari, dan 
pemberdayaan masyarakat Nagari dan Belanja Tidak Terduga berdasarkan 
prakarsa masyarakat, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah/ 
Pemerintah Propinsi/Pemerintah Kabupaten, kewenangan lain yang 
ditugaskan oleh Pemerintah/Pemerintah Propinsi/Pemerintah Kabupaten, hak 
asal usul, dan adat istiadat Nagari serta kewenangan lokal berskala Nagari. 

Belanja nagari meliputi semua pengeluaran dari rekening nagari yang 
merupakan kewajiban nagari dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan 
diperoleh pembayarannya kembali oleh nagari. 

1. BELANJA PEGAWAI 

Jenis belanja pegawai dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap 
dan/atau tunjangan bagi Wali Nagari dan Perangkat Nagari, tunjangan 
BPRN, serta tunjangan dan penerimaan lain yang sah yang dianggarkan 
dalam kelompok Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pada belanja 
pegawai, dan pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan, 

1. 1. Penghasilan Tetap dan/atau tunjangan Wali Nagari, Sekretaris, Kaur, 
Kepala Jorong dan Bendahara 

1.2. Penghasilan Tetap dan/atau tunjangan Pimpinan dan Anggota BPRN. 

1.3. Tunjangan 
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1.3. Tunjangan Kesehatan 

Tunjangan kesehatan, berupa iuran jaminan pemeliharaan kesehatan 
yang diberikan kepada wali nagari beserta perangkat, BPRN (yang 
belum menjadi peserta BPJS Kesehatan) dengan besaran mengacu 
kepada peraturan perundang-undangan. 

2. BELANJA BARANG DAN JASA 

2. 1. Honorarium 

2.1.1 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan Nagari 

- Penanggung Jawab Org/Kgt Rp 225.000 

- Wakil Penanggung Jawab Org/Kgt Rp 200.000 

- Ketua Pelaksana/Koordinator Org/Kgt Rp 175.000 

- Sekretaris Org/Kgt Rp 150.000 

- Anggota Org/Kgt Rp 125.000 

- Ketua Pokja/Bidang/Seksi Org/Kgt Rp 125.000 

- Anggota Pokja / Bidang /Seksi Org/Kgt Rp 100.000 

Ketentuan pembentukan tim adalah : 

1) Bersifat koordinatif yang melibatkan lembaga unsur, dan pihak 
terkait lainnya diluar pemerintahan nagari. 

2) Mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur. 

3) Bersifat temporer sehingga pelaksanaannya perlu diprioritaskan atau 
diluar jam kerja. 

4) Dilakukan secara selektif, efektif dan efisien, dan berdasarkan 
kemampuan keuangan nagari. 

5) Pembayaran honor tim hanya dibayarkan untuk 1 (satu) kali 
perkegiatan, tidak berupa honor bulanan/triwulan. 

6) Struktur tim dapat menyesuaikan dengan aturan lain yang 
mengikat/ kebutuhan. 

7) Pembayaran honor tim dikenakan pajak, sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

2.1.2 Honor Panitia  



2.1.2 Honor Panitia Kegiatan Diklat/Seminar/Sosialisasi. 

Untuk kegiatan diklat, seminar, workshop, rapat kerja, musyawarah 
kerja, lokakarya, semi loka dan lain-lain kegiatan sejenisnya besar honor 
diatur sebagai berikut: 

No Uraian Satuan Biaya 

1 Diklat/seminar s/d 1 minggu 

- Penanggungjawab Org/ Kgt Rp 100.000 

- Ketua Org/ Kgt Rp 75.000 

- Sekretaris Org/ Kgt Rp 60.000 

- Anggota Org/ Kgt Rp 50.000 

2 Diklat/ seminar diatas 1 
minggu 

- Penanggungjawab Org/ Kgt Rp 110.000 

- Ketua Org/ Kgt Rp 100.000 

- Sekretaris Org/Kgt Rp 90.000 

- Anggota 0 rg/ Kgt Rp 75.000 

Catatan : 

- Panitia Kegiatan Diklat / Seminar tidak dibayarkan Belanja 
Perjalanan Dinas 

- Honor-honor Tim dan Panitia untuk kegiatan 
diklat/seminar/sosialiasi selain dari ketentuan diatas tidak 
dibayarkan. 

Untuk beberapa kegiatan yang dilaksanakan secara 
bersamaan, honor hanya dapat diberikan untuk 1 (satu) 
kegiatan saja. 

2.1.3 Honorarium Tim Pengelola Kegiatan dalam Pengadaan Barang dan Jasa. 

a. Tim Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah tim yang 
ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari, terdiri dari unsur 
Pemerintah Nagari, SKPD Teknis, unsur Lembaga Pemberdayaan 
Masyarakat dan/atau kepala tukang untuk melaksanakan Pengadaan 
Barang/Jasa. 

b.Pelaksanaan pengadaan 
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b. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dapat dilaksanakan secara 
swakelola atau dengan pihak ketiga. 

c. Besaran Honorarium Tim Pengelola Kegiatan dalam Pengadaan Barang 
dan Jasa dengan ketentuan sebagai berikut : 

1. Honorarium Tim Pengelola Kegiatan secara 
Swakelola 

Sat.tian Biaya 

Nilai Pekerjaan Rp.10.000.000,- s/d Rp.50.000.000,-

- Ketua Org/Paket Rp 125.000 

- Sekretaris Org/Paket Rp 100.000 

- Anggota Org/Paket Rp 75.000 

Nilai Pekerjaan > Rp.50.000.000,- s/d 
Rp.100.000.000,-

- Ketua Org/Paket Rp 150.000 

- Sekretaris Org/Paket Rp 125.000 

- Anggota Org/Paket Rp 100.000 

Nilai Pekerjaan > Rp.100.000.000,- s/d 
Rp.200.000.000,-

- Ketua Org/Paket Rp 175.000 

- Sekretaris Org/Paket Rp 150.000 

- Anggota Org/Paket Rp 125.000 

Nilai Pekerjaan > Rp. 200 juta s/d Rp. 500 juta 

- Ketua Org/Paket Rp 200.000 

- Sekretaris Org/Paket Rp 175.000 

- Anggota Org/Paket Rp 150.000 

Nilai Pekerjaan diatas Rp. 500 juta 

- Ketua Org/Paket Rp 225.000 

- Sekretaris Org/Paket Rp 200.000 

- Anggota Org/Paket Rp 175.000 

Keterangan: 
Jumlah personil TPK berjumlah gasal (ganjil) 
maksimal 7 orang. 

2. Honorarium 
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. Honorarium Tim Pengelola Kegiatan yang 
dilaksanakan oleh pihak ketiga 

Nilai Pekerjaan Rp.10.000.000,- s/ d Rp.50.000.000,-

- Ketua Org/ Paket Rp 100.000 

- Sekretaris Org/Paket Rp 85.000 
- Anggota Org/Paket Rp 65.000 

Nilai Pekerjaan > Rp.50.000.000,- s/c1 
Rp.100.000.000,-

- Ketua Org/Paket Rp 110.000 

- Sekretaris Org/Paket Rp 100.000 

- Anggota Org/Paket Rp 85.000 

Nilai Pekerjaan > Rp.100.000.000,- s d 
Rp.200.000.000,-

- Ketua Org/Paket Rp 130.000 

- Sekretaris Org/Paket Rp 110.000 

- Anggota Org/Paket Rp 100.000 

Nilai Pekerjaan > Rp. 200 juta s/d Rp. 500 juta 

- Ketua Org/Paket Rp 150.000 

- Sekretaris Org/Paket Rp 130.000 

- Anggota Org/Paket Rp 110.000 

Nilai Pekeijaan diatas Rp. 500 juta 

- Ketua Org/Paket Rp 175.000 

- Sekretaris Org/Paket Rp 150.000 

- Anggota Org/Paket Rp 130.000 

Keterangan: 
Jumlah personil TPK berjumlah gasal (ganjil) 

2.1.4 Honorarium petugas registrasi kependudukan : Rp.100.000,-/Bulan 

2.1.5. Jasa Tenaga Ahli  
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2.1.6 Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 

a. Jasa Narasumber/fasilitator 

Jasa narasumber/fasilitator adalah honor untuk kegiatan sosialisasi, 
bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, workshop, lokakarya dan 
lain-lain yang sejenis dengan itu. 

Honorarium 
Narasumber/ Fasilitator 

Jumlah Honor Maksimal 
(Rp.) 

Honor Narasumber dari Dalam 
Daerah (Kab. Tanah Datar) 

Rp.100.000,-/jam 

Honor Narasumber dari Dalam 
Daerah (Luar Kabupaten Dalam 
Propinsi) 

Rp.200.000,-/jam 

b. Honorarium Juri Wasit maksimal Rp. 100.000,- / hari 

c. Honorarium Instruktur/Pelatih maksimal Rp. 75.000,- / hari 

d. Honorarium Moderator maksimal Rp. 50.000,- / hari 

e. Honorarium MC maksimal Rp. 50.000,- / hari 

f. Honorarium Pembaca Al Qur'an maksimal Rp. 75.000,- / hari 

g. Honorarium Pembaca Do'a Rp. 50.000,- / hari 

h. Rohaniwan maksimal Rp. 75.000,- / hari 

2.2 Uang Lembur 

Bagi Wali Nagari, dan Perangkat yang melakukan pekerjaan pada hari libur 
dan diluar jam kerja yang sifat pekerjaan mendesak diberikan uang lembur 
diluar biaya makanan dan minuman, dengan ketentuan sebagai berikut : 

Uang Lembur Rp. 

a. Hari kerja Rp.7.500/jarn 

b. Hari libur Rp.10.000/jarn 

2.3 Belanja Bahan Pakai Habis. 

a. Anggaran untuk belanja barang/bahan pakai habis agar disesuaikan 
dengan kebutuhan riil dengan memperhitungkan sisa persediaan 
barang Tahun Anggaran sebelumnya. 

b. Mengacu kepada standar harga yang telah ditetapkan dengan 
Keputusan Bupati tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa 
Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar sebagai pedoman 
penyusunan APB Nagari. 

2.4. Belanja Bahan/Material 
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2.4 Belanja Bahan/Material 

Mengacu kepada standar harga yang telah ditetapkan dengan Keputusan 
Bupati tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Kebutuhan 
Pemerintah Kabupaten Tanah Datar sebagai pedoman penyusunan 
APBNagari. 

2.5 Belanja Jasa Kantor 

a. Khusus untuk pemakaian air, listrik dan telepon sesuai beban rekening 
yang dikeluarkan instansi yang berwenang. 

b. Untuk Belanja Jasa Transportasi, dapat dibayarkan bagi : 

1. Peserta sosialisasi, pelatihan, bimbingan teknis, rapat/pertemuan 
dan sejenisnya (diluar Wali Nagari dan Perangkat) didalam nagari 
yang bersangkutan yang dilaksanakan oleh PTPK Nagari terkait, 
maksimal sebesar Rp. 40.000/ hari. 

2. Belanja transportasi peserta Jambore / Perlombaan / Pertandingan 

- ke Kecamatan maksimal : Rp.50.000,- org/hr 

- ke Kabupaten maksimal : Rp.75.000,- org/hr 

- ke luar Kabupaten maksimal: Rp.150.000,- org/hr 

3. Narasumber/fasilitator acara sosialisasi, pelatihan, bimbingan 
teknis dan sejenisnya dalam Nagari yang dilaksanakan oleh PTPK 
Nagari terkait dalam bentuk penggantian BBM atau biaya 
transportasi (tidak menggunakan kendaraan dinas), dengan rincian: 

a) Untuk Narasumber / fasilitator dari dalam Nagari maksimal 
sebesar Rp. 50.000/ hari 

b) Untuk Narasumber/fasilitator dari dalam Kabupaten maksimal 
sebesar Rp.75.000/hari 

c) Untuk Narasumber/fasilitator dari luar Kabupaten dalam 
Propinsi maksimal sebesar Rp.150.000/PP 

d) Untuk Narasumber/fasilitator dari luar daerah luar Propinsi, 
dibayarkan at cost. 

c. Untuk belanja jasa kantor lainnya disesuaikan kebutuhan dan 
ketentuan yang berlaku. 

2.5.1 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor Dinas 

Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor Dinas dianggarkan pada bidang 
Pemerintahan Nagari 

Biaya Pemeliharaan 
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Biaya Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas, roda 2 (dua) 
per unit dirinci sebagai berikut : 

NO URAIAN Jumlah (Rp.) 

1. Penggantian Suku Cadang 

- Usia 1 - 2 tahun 500.000 

- Usia 3 - 4tahun 650.000 
- Usia > 4 tahun 800.000 

2. Biaya Service 300.000 

3. BBM Kebutuhan rutin Sesuai 
kebutuhan 

4 Pelumas Sesuai 
kebutuhan 

5 Pengurusan STNK dan Pajak Kendaraan 
Bermotor 

At cost 

Catatan : 

a. Dalam biaya pemeliharaan kendaraan bermotor dinas tidak untuk 
pembelian aksesoris kendaraan. 

b. Kalau dana yang tersedia tidak mencukupi sesuai standar tersebut di 
atas, maka belanja pemeliharaan tersebut menyesuaikan dengan 
dana yang tersedia. 

c. Harga BBM disesuaikan dengan harga resmi pemerintah dan/atau 
pada pengecer dengan melampirkan faktur pembelian yang 
ditandatangani dan distempel. 

2.5.2 Belanja Cetak dan Penggandaan. 

Digunakan untuk biaya cetak dan Penggandaan (foto copy) dan jilid. 

2.5.2.1 Belanja cetak 

Dipergunakan untuk belanja cetak blanko, dokumen nagari, dil. 

2.5.2.2 Belanja penggandaan 

Dipergunakan untuk belanja penggandaan dokumen, dalam bentuk 
fotocopy dan/ atau jilid. 

Besaran anggaran untuk belanja cetak dan penggandaan mengacu 
kepada standar harga yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati 
tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa kebutuhan Pemerintah 
Kabupaten Tanah Datar, sebagai pedoman penyusunan APB Nagari. 

2.5.3. Belanja Sewa 
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2.5.3 Belanja Sewa 

a. Biaya Sewa Tempat/Gedung Kantor, milik Pemerintah, Pemerintah 
Daerah sesuai Peraturan. 

b. Biaya Sewa tempat/Gedung milik Non Pemerintah, Non Pemerintah 
Daerah disesuaikan dengan tarif yang berlaku umum. 

c. Biaya sewa kendaraan/alat angkut milik pemerintah daerah sesuai 
Peraturan. 

d. Biaya Sewa kendaraan/alat angkut milik non Pernerintah disesuaikan 
dengan tarif berlaku umum. 

2.5.4 Belanja Sewa Alat Berat Milik Pemerintah/ Non Pemerintah 

a. Belanja sewa bulldozer, eskavator, dll milik Pemerintah Daerah 
tarifnya disesuaikan dengan Peraturan. 

b. Belanja sewa bulldozer, eskavator, dll milik Non Pemerintah tarifnya 
tarif yang berlaku umum. 

2.5.5 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 

a. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor milik Pemerintah 
Daerah tarifnya disesuaikan dengan Peraturan. 

b. Belanja sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Non Pemerintah 
tarifnya berlaku umum. 

2.5.6 Belanja Sewa Tanah 

Tarifnya belanja sewa tanah berlaku umum 

2.5.7 Belanja Makanan dan Minuman 

Mengacu kepada standar harga yang telah ditetapkan dengan Keputusan 
Bupati tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa kebutuhan 
Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, sebagai pedorrtan peny-usunan APB 
Nagari. 

Catatan : 

1) Biaya makan Nasi Bungkus disediakan untuk kegiatan-kegiatan 
pertemuan, rapat-rapat koordinasi dan rapat staf yang 
pelaksanaannya lebih dari 2 jam. 

2) Apabila rapat/pertemuan sebagaimana dimaksud angka 1 diatas 
kurang dari 2 jam hanya disediakan minum/ snack. 

3) Biaya makan dan minum dikenai pajak. 

4) Biaya Makan dan minum tamu hanya boleh dianggarkan pada 
kegiatan penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan perkantoran 
pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari. 

5) Tidak dibenarkan menganggarkan makanan dan minuman harian. 

2.5.8. Belanja Pakaian 
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2.5.8 Belanja Pakaian, terdiri atas : 

a. Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 

b. Belanja Pakaian Dinas Upacara (Bagi Wali Nagari) 

c. Belanja Pakaian Khusus untuk kegiatan tertentu (seperti kegiatan 
MTQ). 

2.5.9 Belanja Perjalanan Dinas 

a. Penganggaran belanja perjalanan dinas agar dilakukan secara selektif 
dan untuk perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi 
banding agar dibatasi, jumlah hari dan pesertanya serta dilakukan 
sesuai dengan substansi kebijakan yang sedang dirumuskan, dan 
hasilnya dilaporkan secara transparan dan akuntabel. 

b. Penganggaran dan pelaksanaan perjalanan dinas berdasarkan prinsip 
kebutuhan nyata (actual cost) dan dihindari penganggaran yang 
bersifat paket (perjalanan menggunakan pihak ketiga seperti biro 
travel, event organizer). 

c. Pelaksanaan perjalanan dinas untuk kegiatan yang mengikutsertakan 
personil diluar pemerintah nagari (seperti, kelompok tani, murid 
teladan), dapat menugaskan personil yang bersangkutan dengan 
menggunakan belanja perjalanan dinas pemerintah nagari. 

d. Biaya Perjalanan Dinas yang terdiri dari Uang Harian, Biaya 
Penginapan, dan Biaya Transportasi Bagi Wali Nagari dan Perangkat, 
Pimpinan dan Anggota BPRN, dan Lembaga Unsur serta masyarakat 
ditetapkan dengan keputusan Wali Nagari dengan besaran 
mempedomani Keputusan Bupati Tanah Datar tentang Biaya 
Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, 
PNS dan Non PNS pada Pemda Kabupaten Tanah Datar, dengan 
ketentuan sebagai berikut : 

1). Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Provinsi 

No. Uraian 

1. Wali Nagari disetarakan dengan Pejabat Eselon IV/a. 
. Sekretaris Nagari dan Ketua BPRN disetarakan dengan 

Pejabat Eselon IV/b. 
. Kaur, Kepala Jorong, Anggota BPRN dan Lembaga Unsur 

disetarakan dengan Pejabat Eselon V. 
. Bendahara disetarakan dengan fungsional umum. 
. Masyarakat disetarakan dengan Non PNS. 

2. Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi 

a) Uang harian Wali Nagari, Sekretaris Nagari, Ketua BPRN, Kaur, 
Kepala Jorong, Anggota BPRN, Lembaga Unsur, Bendahara dan 
Masyarakat mempedomani besaran Perjalanan Dinas Luar 
Provinsi sesuai Keputusan Bupati Tanah Datar tentang Biaya 
Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pimpinan dan Anggota 
DPRD, PNS dan Non PNS pada Pemda Kabupaten Tanah Datar 

b) Biaya Penginapan 



- 19 - 

b) Biaya Penginapan 

No. Uraian 

. Wali Nagari, Sekretaris Nagari dan Ketua BPRN 
disetarakan dengan Pejabat Eselon IV 

. Kaur, Kepala Jorong, Anggota BPRN dan Lembaga Unsur 
disetarakan dengan Pejabat Eselon V. 

. Bendahara disetarakan dengan fungsional umum. 

. Masyarakat disetarakan dengan Non PNS. 

c) Biaya Transportasi 

Biaya Transportasi Wali Nagari, Sekretaris Nagari, Ketua BPRN, 
Kaur, Kepala Jorong, Anggota BPRN, Lembaga Unsur, 
Bendahara dan Masyarakat mempedomani besaran Rincian 
biaya tranportasi sesuai Keputusan Bupati Tanah Datar 
tentang Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pimpinan 
dan Anggota DPRD, PNS dan Non PNS pada Pemda Kabupaten 
Tanah Datar. 

2.5.10 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis 

a. Merupakan belanja untuk mengikuti kursus, pelatihan, sosialisasi 
dan bimbingan teknis dan sejenis lainnya bagi Pemerintahan Nagari 
antara lain biaya kontribusi. 

b. Kegiatan kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis diikuti 
dengan mempertimbangkan aspek kebutuhan dan kemampuan 
keuangan nagari. 

2.5.11Belanja pemeliharaan 

1. Penganggaran upah tenaga kerja dan bahan baku/material yang 
digunakan untuk pemeliharaan dianggarkan dalam belanja 
pemeliharaan pada jenis belanja barang dan jasa. 

2. Biaya Pemeliharaan dianggarkan dan digunakan sesuai dengan 
prinsip ekonomis, efisien dan efektif. 

3. Belanja pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor 
hanya boleh dianggarkan pada kegiatan penyediaan biaya operasional 
dan pemeliharaan perkantoran dibidang penyelenggaraan 
pemerintahan. 

2.5.12 Belanja Ganti rugi: 

Belanja yang dianggarkan untuk ganti rugi tanah, tanaman dan 
bangunan yang penganggarannya digunakan untuk pembebasan tanah, 
tanaman dan bangunan dalam rangka peningkatan sarana dan 
prasarana bagi kepentingan umum yang ada di nagari. 

2.5.13 Belanja barang 
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2.5.13 Belanja barang yang akan diserahkan kepada kelompok 
masyarakat/ masyarakat. 

Pengadaan barang/jasa yang akan diserahkan kepada kelompok 
masyarakat/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan, dianggarkan 
pada jenis belanja barang dan jasa. 

Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada kelompok 
masyarakat / masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud 
dianggarkan sebesar harga beli/ bangun barang/jasa yang akan 
diserahkan kepada kelompok masyarakat /masyarakat ditambah 
seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan 
barang/jasa sampai siap diserahkan. 

2.5.14 Belanja Jasa Guru TPA/ MDA/ MIS / PAUD /TK/ Gharin/ Imam 
Masjid/Pengelola Pustaka Nagari. 

Belanj a Jasa Guru TPA/ MDA/ MIS / PAUD /TK/ Gharin/ Imam 
Masjid/Pengelola Pustaka Nagari dibayarkan 1 (satu) kali dalam setahun 
sesuai dengan kemampuan keuangan nagari yang ditetapkan dengan 
keputusan VVali Nagari. 

2.5.15 Belanja Jasa Tenaga Harian Lepas dianggarkan untuk tenaga 
administrasi perkantoran, tenaga kebersihan dan tenaga keamanan 
dengan besaran disesuaikan dengan kemampuan keuangan nagari yang 
ditetapkan dengan keputusan wali nagari. 

3. BELANJA MODAL 

Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka 
pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang 
mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan 
dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan 
mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan dan aset tetap 
lainnya. 

Belanja Modal terdiri dari : 

a. Pengeluaran untuk perolehan barang milik nagari baik berupa aset tetap 
maupun aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu tahun baik 
dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, 
jaringan jalan dan irigasi maupun dalam bentuk fisik lainnya, seperti 
buku, binatang dan lain sebagainya. 

b. Pengeluaran setelah perolehan yang mengakibatkan bertambahnya masa 
manfaat, kapasitas, kualitas dan volume aset yang telah dimiliki. 
Contoh: 

1. pertambahan masa manfaat adalah bertambahnya umur ekonomis 
yang diharapkan dari aset tetap yang sudah ada misalnya bangunan 
gedung semula diperkirakan mempunyai umur teknis 10 tahun, 
pada tahun ke 6 di lakukan renovasi yang menyebabkan umur teknis 
bangunan diharapkan menjadi 15 tahun, 

2. peningkatan kapasitas adalah bertambahnya kapasitas atau 
kemampuan aset tetap yang sudah ada. Misalnya melalui suatu 
renovasi, suatu generator listrik outputnya bertambah dari 900 watt 
menjadi 1.300 watt, dan 

3. pertambahan volume 
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3. pertambahan volume aset adalah bertambahnya jumlah atau satuan 
ukuran aset yang sudah ada, misalnya penambahan luas bangunan 
suatu gedung dari 400 meter persegi menjadi 500 meter persegi. 

c. Pengeluaran untuk perolehan aset yang tidak dituju.kan untuk dijual 
atau diserahkan kepada masyarakat. Contoh : 

1. Pengadaan buku untuk perpustakaan 
2. Pengadaan Sapi untuk keperluan penelitian 
3. Pembelian mesin jahit untuk kursus keterampilan di nagari. 

d. Nilai aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja Modal sebesar 
harga beli bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait langsung 
dengan pengadaan/pembangunan aset sampai siap digunakan. 

e. Penganggaran belanja modal perlengkapan dan peralatan gedung kantor 
dianggarkan pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari 
kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana kantor nagari, kecuali untuk 
belanja modal yang berhubungan langsung dengan kegiatan. 

III. PEDOMAN PENYUSUNAN PEMBIAYAAN NAGARI 

1. Penerimaan Pembiayaan 

a. Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 
(Si1PA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional 
dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran tahun 
sebelumnya dalam rangka menghindari kemungkinan adanya 
pengeluaran pada tahun anggaran yang akan datang tidak dapat 
didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan 

b. Dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber 
dari pencairan dana cadangan, waktu pencairan dan besarannya 
sesuai dengan peraturan nagari tentang pembentukan dana cadangan 

c. Pemerintah nagari dapat melakukan pinjaman nagari berdasarkan 
peraturan perundang-undangan di bidang pinjaman nagari. 

2. Pengeluaran Pembiayaan 

a. Penyertaan modal pemerintah nagari pada badan usaha milik 
daerah/nagari dan/ atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan 
peraturan nagari tentang penyertaan modal. Penyertaan modal dalam 
rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam peraturan 
nagari penyertaan modal pada tahun sebelumnya, tidak perlu 
diterbitkan peraturan nagari tersendiri sepanjang jumlah anggaran 
penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal 
yang telah ditetapkan pada peraturan nagari tentang penyertaan 
modal. Dalam hal pemerintah nagari akan menambah jumlah 
penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah 
ditetapkan dalam peraturan nagari tentang penyertaan modal, 
pemerintah nagari melakukan perubahan peraturan nagari tentang 
penyertaan modal tersebut. 

b. Untuk menganggarkan dana cadangan, pemerintah nagari harus 
menetapkan terlebih dahulu peraturan nagari tentang pembentukan 
dana cadangan yang mengatur tujuan pembentukan dana cadangan, 
program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, 
besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan. 

c. Jurnlah pembiayaan 
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c. Jumlah pembiayaan netto harus dapat menutup defisit anggaran. 

3. Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Berjalan 

a. Pemerintah nagari menetapkan Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA). 

b. Dalam hal perhitungan penyusunan APB Nagari menghasilkan SILPA 
Tahun berjalan positif, pemerintah nagari harus memanfaatkannya 
untuk penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, 
volume program dan kegiatan yang telah dia.nggarkan, dan/atau 
pengeluaran pembiayaan. 

c. Dalam hal perhitungan SILPA tahun berjalan negatif, pemerintah 
nagari melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran 
pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban nagari, pengurangan 
program dan kegiatan yang kurang prioritas dan/ atau pengurangan 
volume program dan kegiatannya. 

IV. STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAHAN NAGARI 

1. Besaran belanja operasional Kegiatan BPRN disesuaikan dengan standar 
belanja sebagai berikut : 

NO 
JUMLAH ADN 

(Rp) 

ALOKASI MAKSIMAL 

(Rp) 

1 300.000.000 s/d 500.000.000 12.000.000 

2 >500.000.000 s/d 750.000.000 14.400.000 

3 >750.000.000 s/d 1.000.000.000 16.800.000 

4 > 1.000.000.000 20.000.000 

2. Besaran belanja operasional Kegiatan KAN disesuaikan dengan standar 
belanja sebagai berikut : 

NO 
JUMLAH ADN 

(Rp) 

ALOKASI MAKSIMAL 

(Rp) 

- 1 300.000.000 s/d 500.000.000 9.000.000 

2 >500.000.000 s/d 750.000.000 10.800.000 

3 >750.000.000 s/d 1.000.000.000 12.600.000 

4 >1.000.000.000 15.000.000 

3. Besaran belanja operasional Kegiatan PKK Nagari disesuaikan dengan 
standar belanja sebagai berikut : 

JUMLAH ADN 
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NO 
JUMLAH ADN 

(Rp) 

ALOKASI MAKSIMAL 

(Rp) 

1 300.000.000 s/d 500.000.000 6.000.000 

2 >500.000.000 s/d 750.000.000 7.200.000 

3 >750.000.000 s/d 1.000.000.000 8.400.000 

4 >1.000.000.000 10.000.000 

4. Besaran belanja operasional Kegiatan FKPM Nagari disesuaikan dengan 
standar belanja sebagai berikut : 

NO 
JUMLAH ADN 

(Rp) 

ALOKASI MAKSIMAL 

(Rp) 

1 300.000.000 s/d 500.000.000 6.000.000 

2 >500.000.000 s/d 750.000.000 7.200.000 

3 >750.000.000 s/d 1.000.000.000 8.400.000 

4 >1.000.000.000 
, 

10.000.000 

Catatan: 

Dibayarkan apabila sudah ada keputusan kepengurusan yang sah. 

5. Besaran belanja operasional Kegiatan LPM dan Lembaga Unsur Nagari 
masing-masing maksimal sebesar Rp.5.000.000,-/tahun (Dibayarkan 
apabila sudah ada keputusan kepengurusan yang sah). 

6. Besaran belanja operasional Satuan Tugas Siaga Bencana Nagari 
maksimal sebesar Rp.5.000.000,-/tahun (Dibayarkan apabila sudah ada 
keputusan kepengurusan yang sah). 

7. Besaran belanja operasional petugas register Nagari maksimal sebesar 
Rp.4.000.000,-/tahun dianggarkan pada kegiatan Peningkatan pelayanan 
publik dalam bidang kependidikan. 

V. HAL-HAL KHUSUS LAINNYA 

Nagari dalam menyusun Rencana Anggaran Belanja/Biaya Tahun 
Anggaran 2015, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan 
Rencana Anggaran Belanja/Biaya, juga memperhatikan hal-hal khusus, 
antara lain sebagai berikut : 

1. Dalam hal kegiatan yang dibiayai dari bantuan keuangan dari APBD 
Provinsi dan APBD Kabupaten dan dana transfer lainnya serta hibah 
dan bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat ke nagari serta 
pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau mendesak 
lainnya yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan dalam 
APBNagari, dapat dilaksanakan mendahului penetapan peraturan 
nagari tentang Perubahan APBNagari dengan cara : 

a. menetapkan 
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a. menetapkan peraturan wali nagari tentang perubahan APBNagari; 
b. menyusun Rencana Anggaran Belanja/Biaya dan/atau Perubahan 

Rencana Anggaran Belanja/Biaya dan disahkan oleh Wali Nagari 
sebagai dasar pelaksanaan kegiatan; atau 

c. ditampung dalam Peraturan Nagari tentang Perubahan APBNagari, 
atau dicantumkan dalam Laporan Realisasi dan 
Pertanggungjawaban Anggaran, apabila pemerintah nagari telah 
menetapkan perubahan APBNagari atau tidak melakukan 
perubahan APBNagari. 

2. Penggunaan Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara harus mengacu pedoman umum/juknis/sejenisnya 
yang dikeluarkan oleh kementerian terkait. 

3. Dalam rangka optimalisasi penggunaan Bantuan Keuangan dari APBD 
Provinsi dan APBD Kabupaten tahun-tahun sebelumnya, yang belum 
dimanfaatkan dan/atau masih ada di rekening kas nagari sebagai 
SiLPA Tahun Anggaran 2014, Pemerintah Nagari harus menganggarkan 
kembali dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun 
Anggaran 2015 sesuai dengan peruntukan yang sudah ditetapkan pada 
tahun-tahun sebelumnya. 

4. Biaya operasional pendistribusian Raskin Nagari dianggarkan dengan 
indeks sebesar Rp. 90/kg beras yang disalurkan. Sumber pembiayaan 
meialui Alokasi Dana Nagari (ADN). Biaya operasional pendistribusian 
Raskin Nagari digunakan untuk menyalurkan Raskin sampai ke Titik 
Bagi (TB) atau ke RTS-PM Raskin dan biaya-biaya lainnya seperti biaya 
fotocopi, makan dan minum, sewa kendaraan, bahan bakar minyak, 
lembur, dan upah bongkar muat. BOP Raskin Nagari tidak boleh 
digunakan untuk honorarium/upah/insentif bagi tim pelaksana 
distribusi Raskin Nagari. 

i TZ-1..1di DiTEIFTI __.. .. ... , 
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LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI TANAH DATAR 
NOMOR : P TAHUN 2015 
TENTANG : PEDOMAN PENYUSUNAN APB NAGARI DAN 

STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH NAGARI 

A RENGANA ANGGARAN PENDAPATAN 

RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN 

NAGARI KECAMATAN 
TAHUN ANGGARAN 

Format Rencana Anggaran Penda atan --. 
NO. KODE REKENING URAIAN ANGGARAN KETERANGAN 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1tf 11 12 i 3 

XX PP11;TAP-4-4:1;i114   

PENDAPATAN ASL1 NAGARI _ _ _ _RP -_-=.....— 

7CE X XX 

1011 X2X 
a—.....- 

1111 112 X i 1 
 - - - . 

. . 
_ 

xx 

JOC 

30( X , XX :ec 1 i i Hasil Usalla Nagari   __. Rp_ 

30C X XX XX 1 1 
1 
1 

01 
02 

Badan Usaha Milik NaLari ___ _ .Rp 
,_ 

. 
. 

)0( __ 
- mc 

xx 
X‹ 

XX X XX 
xx 

XX 1 
1 

Usaha Ekonomi Nagari Simpan Piniam Rp_ 
xx 
XX 
XX 

x 70C 1 03 Lumbung Pangan Masvarakat Nagari 
Tanah Kas Nagari ----- - - - 
Lain-lain Hasil Usaha Nagan Yap_g_Sab 

- 
__. Rp 

RP 

___ _ 

X XX XX 1 1 1 
1 

04
05 

_ . 
, . 

_ 
- 

X 30( XX _Rp 
• ---

- 

. 

xx XX X XX XX 1 1 2 Hasil Aset Ntiggpi Rp - 

- 
Rp 
Rp 

Rp 
Rp 
Rp 
Rp 

. 

- 

- 

—   -- - -. 
10( 
"IX .. 
XX 
xx 
XX 

. xx 
XX 

XX X XX xx 1 I 2 
 2 

2 
2 
2 
j--

01 
02 
03 
04 
05 
06 

Tambatan Perahu  _ _ 
,pasar Nagarl 
Bangunan nagan
Obyek wisa_ta vang dikelola oleh_pagarj, 
Tempat Pemandian Umum .. 
Ulavat nagari 

.. 
X.X. _ . 
XX _ 
xx 

- X 

. X 
x 

XX — 
XX 
xx 

XX 
XX 
.xx 

1 1 
1 
1 
1 

I 

1 

_, 

_ 

. - 

__  

. 

__ 

XX 
"zx  _ 
XX 

, X 
X 
X 

XX 
XX 
XX 

XX 
,CX 
XX i 1 2 07 Jarinsisn 1~si 

_ 

)oc xx x xx XX 1 1 2 
2 
2 

08 
09 
10 
11 
12 

Tempal Pemancingan ikan disungai 
Tempat uel langan ikan vang dikelola Narj 
Jalan nagari . 

_ 
RP 

.. 

- 

xx _ 
xx 

— XX 

xx 
..xx 

XX 

x 
x 
X 

xx 
xx 
xx _ x 
XX 

xx 
xx 

xx 

1 

1 

Rp 
Rp_ 

_ 

- 
- 

.. _ ____ _ 

1 

1 

2 
2 

3 

. 
Aset bekas desa vang ada_dalam nagan_ _ ____________________Rp _ 

RP 

_ _  _ _... _ 

30C XX X Lain-lain kekavaan nagari 

- 

Swadava. PartisIpasi dan Gotong ReLyang _ , 
1--

xx xx x xx xx 1 ___ _ • _ _1_2p 
, 

ioc xx x xx xx 1 1 3 01 Swadava _ 
xx xx x XX 20C 1 1 3 02 Partisipasi __ __ ___ _ ___ 

-_-- 
Rp 

. _ 

xx xx x xx xx 1 3 03 potongik,ffing ____ _   _  RP .. 
__ 

. ._ __ ______ 

XX XX X XX XX 1 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Nagari Yang Sah _

, 
,{5

 

ii
!!

1
 

1:
11

11
11

11
1:

 
,1

1 
1,

 
:•

 
; 

,,_
anc xx X XX 

.x 
YCX 

1 i 01 
02 

Hasil Pungt.Ltan Nagari _ 
Jasa Giro 

, 

_ 

------

 _
1 4 .... 

_ XX 

xx _ 
xx 

XX 
XX 

X 
X 

XX 
30C 

XX 1 , 4 03 Pepdapatan Bunjta 
XX 1 1 4 04 Penerimaan atas tuntutan ganti kerugLan nagari 

,oc X XX XX 1 1 .. 4 05 
06 

Denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan 
Pen4apatan denda hasd pengelolaan,kekavaan nagan 
Hasi1 Penge1olaao Dana Berwafir 

___ . _ 
xx xx x XX XX i 1 4 
3CX XX X XX 

XX 

XX 
xx 

XX 1 1 4 07 
- 
. 

  xx xx X xx 

XX 
xx 

XX 

1 
1 

2 
2 

4 

i 

08 Penerimaan Lain-lain Nwf,M ___ 

DANA TRANSFER

____ _ _ _ 

_ _ 

_lot 
mc-

xx 
xx 

x 
x Dana Nagari .. 

XX 
_ 

XX. 

XX 

xx

2 1 01 Dana Na_gari dari APBN x xx xx l 

X XX _ 
_ 

13agian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

Bagian dari Hasil Pajak Daerah 
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NO KODE REKENING URAIAN ANGGARAN KETERANGAN 

1 2 3 4 5 (b i 8 (I 10 I I 12 13 
xx 
XX 

10( 

xx 
,OC 

x 
X .-

xx 
XX 

xx 
Xi 1 

2 
2 

2 
2 

01 
02 

Ralian darI Hasil PajOc Daerah 
Ragian dari Hasil Retribusi Daerah 

RO 
Rp 

-  _ 

3,ZX X XX XX 1 2 3 Mokasi Dana Nagari (ADNI Rp 

Alokasi Dana Nagart (ADN) Rp xx xx x xx XX 3 01 

XX XX x XiC XX 1 2 4 Bantuan Keuangan dari APBD Provins1 _ — 

xx ,oc x Icc l2X 1 2 4 01 Bantuan Keuangan BerSi-f-S-t Umum Rp - 
xx xx x ,X XX 1 2 4 02 Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Rp 

XJC XX X XX xx 1 2 5 Hantuan 1(tiaLlw APBD Kabupaten _P 

30C 30t X XX XX 1 2 5 01 Bantuan Keue~ Bersifat Umum f_tp 
,at xx x xx xx 1 2 :, 02 Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Rp .: 

xx xx x xx pae 1 3 PBRDAPATAN LAIN-LAIN - 
20( 3GI X TWL xx 1 3 1 Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat Rp - 

xx xx x xx xx 1 3 1 01 Hibah Rp 
mc xx x >c< xx 1 3 1 02 Sumbmtgan Pihak Ketiga -_r _p2 _ 

xx XX X XX xx t 3 2 Lain-lain pendapatan nagari yang sah R - 

xx x xx ,oc 1 3 2 01 Ker~a dengan Pihak Ketiga Rp 
 20C X.X. X XX xx 1 3 2 02 Bantuan perusahaan Rp - — 

JUMLAH fRp., 

1anggal 

Disetujui/mengesahkan 

Wali Nagari 

Carn pengisian : 
1. kolom 1 drisi dengan nomor urut 
2. kolom 2 diisi dengan kode kecamatan 
3. kolom 3 dirsi dengan kode nagari 
4. kolom 4 diis-i dengan kode bidanq (karena pendapatan isi dengan 00 saja) 
5. kolom 5 drisi dengan kode kegiatan (karena pendapatan isi dengan 00 saja) 
6. kolom 6 drisi dengan kode sub kegiatan (karena pendapatan isi dengan 00 saja) 
7. kolom 7 dirsi dengan kode kode pendapatan 
8. kolom 8 drisi dengan kode jenis pendapatan 
9. kolom 9 dbsi dengan kode obyek pendapatan 
10. kolom 10 dii.si dengan kode rincian obyek pendapatan. 
11. kolom 11 diisi dengan uraian berupa rinclan kebutuhan dalam kegiatan. 
12. kolom 12 dtisi dengan anggaran yang dibutuhkan untuk satu tahun. 
13. kolom 13 d6si dengan dasar hukum 

Pelaksana Keglatan 

B. RENCANA ANGGARAN BELANJA 
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LAMPIRAN 11 PERATURAN BUPATI TANAH DATAR 
NOMOR TAHUN 2015 
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN APB NAGARI DAN 

STANDAR BIATA UMUM PEMERINTAH NAGARI 

B. RENCANA ANGGARAN BELANJA 

RENCANA ANGGARAN BELANJA 

NAGARI KECAMATAN 
TAHUN ANGGARAN 

1. 13Mang Penyelenggaraan Pernenntah Nagari 

2. Kegmtan Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawahan dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari 

3. Sub Kegiatart 

4. Pekerjaan Penyusunan Laporan Keterangan Perdanggungjawaban dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari 

5. Waktu Pelaksanaan 

6. Sumber PencIanaan ADN 

Rincian Prna 

NO. KODE REKENING URAIAN VOLUME SATUAN 
HARGA SATUAN 

1RP.1 

JUMLAH 

iRP•P 
2 3 4 5 6 7 3 9 10 11 12 13 14 .1%.. ..i1.11 x1141 

xx

:,c, 

xx 

XX 

xx 

xx

xx 

. m.

XX 

- -
1 --

1 15 00 

B1DANG PENYELENGDAP.A.414 PEMER1NTAHAN NAGARI 

Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungpawaban dan Laporan Penveleaggaraan Pemermtahan Nagart 
-

- 

. 1 

1 

15 

15 

00 

00 

00 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

01 

01 01 

BELANJA BARANG DAN JASA

Honoranurn

Honorarium Ptuutla/Tim Pelaksana Leglatan xx 1 15 

XX 

tcr 

XX 

toc 

_ 

1.- 
1 

1 

15 00 2 2 02 
- 

Uang lembur
- 

15 00 2 2 02 01 Dart/ lembur

:ct 

xx 

xx 

xx 

1 15 00 2 
.. 

2 04 

04 oi 

Belanja Bahan Palud Habis ... . - 
1 15 00 2 2 

. 
Belanja alat tukslcantor 

X-X !OC 1 15 00 ' 2 2 06 Belanja Jasa Kantor 

- 

xx xx 1 15 00 2 2 06 11 Belaniaiasa transPortasi 

. 
xx 

xx

xx 

xx 

xx 

xx 

- 

1.

1 

1 

15 

15 

15 

. 00 

00 

00 

2 09 Belanja Cetak dan Penggandaan _2 

2 

2 

2 

2 

09 

09 

01 

02 

...- - — - — • -- ___ 
Belorlia coIsk
Belrenja Penggandaan 

- - 

_ . _ _ 

— 

XX XX 1 15 00 2 2 14 Be1anja Makanan dan Minuman  - 

.....- 

-. _ 

— 
• 

xx xx 

IL 

1 

.. 15 

15 

00 

00 

2 

2 

. 2 .. 

2 

14 02 

.._ 

Belanja makenan dan minuman rapat 

14 03 Delturja makanan dan minuman keglatan 

_. ._ 

- -- 

Belanja ..... . 
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NO, kODE REKENING URAIAN VOLUME S,ATUAN 
HARGA SATLIAN 

iRril 

JUMLAH 

Ra,1 

1 2 3 4 5 6 7 B 9 10 11 12 13 14 1151-1121x1141 

x.x xx 

xx 

1 

1 

15 

15 

00 

00 

2 

2 

• 

2 

. 2 

17 

17 01 

Belanja Peljrdanan Dinas - . . __ _
Belanja perjalanan dinas da1am daerah 

-._ 

- 

_ - 
- 

_ 
.7‘x — . _ . . - - 

_____ . - 

J1JM1AH IIRrL1 

Disetujoijmengesahkan 
Wah Nagart 

Carn penqistan 
1. Butano diist denqan kode rekenmq berdasarkan klasifikasi kelompok belarya Naoari. 
2. Kematan dast denoan kode rekenino SeSUGi denotan urutan keytatan dalam APBNagari. 
3. kolom 1 diisi dernian nomor urut 
4. kolom 2 diisi dentmn kode kecamatan 
5 kolom 3 chist dencym kode nacyzri 
6. kolom 4 diisi denonn kode lndanq 
7. kolont 5 chisi denaart kode keqiatan 
8 kolom 6 dom denoan kode sub kematan 
9 kolom 7 ditm denoon kode kode kelompok belannt 

10. kolom 8 dnst denaan kode wors belanta 
11. kolom 9 dnst derman kode obyek belanta 
12. kolom 10 dost denoan kode nnetan ob,,cek betarya. 
13 kolom 11 diisi dengan uratan berupa rrnoton kebutuhan dalam kerpatan. 
14 kolom 12 cinst denqan volume dapat berupa nanlah orang/barany 
15. kolom 13 chist denoan satuan misal bunqkus, kotak, bulan, tahun, dst 
16. kolom 14 dnst denoan harga satuan liftnq merupakan besaran untuk membayar oranqi baranq. 
17. kolom 15 diisi denqan tundah perkahan antarn kolom 12 clenqnn kolom 14. 

Pelaksana Kegiatan 

C. RENCANA ANGGARAN PEMBlAYAAN 
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LAMP1RAN II PERATURAN BLIPATI TANAH DATAR 
NOMOR TAHUN 2015 
TENTANG PEDOMAN PENYUSLINAN APB NAGARI DAN 

STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH NAGARI 

C. RENCANA ANGGARAN PEMBIAYAAN 

RENCANA ANGGARAN PEMBIAYAAN 

NAGARI KECAMATAN 

TAHUN ANGGARAN 

Format Rencana An aran Pembiavaan 

NO. KODE REKENING URAIAN ANGGARAN KETERANGAN 

1 2 3 4 1 5 6 7 8 9 10 13 
, 

xx xx xx 

. 

xx 

_.,. 

3 

, 

x PEMBIAYA.N Rp 

•

. - 

Penerimaan Pembiayaan • - - 

.- 

• - 
XX XX x XX XX 1 Rp - _ _ 

xx xx x xx 1 1 

_ . _ 

Rp xx 3 - Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) .. - 
PelEunpauan Penerimaan PAN XX XX X XX XX 3  1 1 01 Rp - 

,oc "cc . x xx 
._ _ 

3 1 1 02 Pelampauan Penerimaan Dana Transfer Rp -.

_ 

Pelampauan Penerimaan Pendapatan Lain-lain . _ . XX XX [- X xx
•- xx 3 1 . 1 03 , .. Rp 

- 
Y X xx X XX X-X 3 1 1 04 Sisa Penghematan Belanja atau aldbat lainnya 

- 
Rp 

- - 

--
3CX XX _ X XX XX 3 1 1 05 Kewajrban kepada pihak kenga sampai dengan alchir tahun belum terselesaikan Rp - 

- 
X?: XX X 30C X-X 3 1 1 05 Kegiatan Lanjutan Rp 

— 
xx 

_ 
xx x xx xx 3 1 2 Pencairan Dana Cadangan . Rp . . 

XX XX X XX XX 3 1 2 01 
, 

Pencairan Dana Cadangan Rp -..

xx "oc x xx XX ._ 3 . 1 3 ". Hasil Penjualan Kekayaan Nagari Yang dipisahkan Rp — 
Hasil Penjualan Kekayaan Nagari Yang dipisahkan 24C ,GX X xx xx 3 1 3 01 Rp - 

X XX XX 3 1 4 Rp - )0( XX Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman 

xx L___ rec x xx xx 3 1 4 01 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjarnan Kepada Pihak Ketiga - - -- Rp_ 
- 

_ _ _ 

xx xx x xx xx 3 — 1 5 
_ 

_ Dst... Rp - _ -1 . 

- 
xx 2 Pengeluaran Pembiayaan Rp xx xx x xx 3 - 

--r . . . . - . . 

,_ -- 
xx ,cx x xx xx 3 2 1 Pembentukan Dana Cadangan Rp - 

-1 ' _ 

3 Pembentukan Dana Cadangan Rp - XX XX X XX XX __. 2 1 01 . . 

XX XX X XX -, XX 3 2 2 . Pen_yertaan Modal Rp - 
- 

xx .20c • x Badan Usaha Milik Nagari/Swasta Rp xx xx 3 2 2 01 - 

. xx . xx x xx xx 3 2 2 _. 02 D B lir kada Kelompok Masy at - ana ergu ep arak Rp - 

roc XlC X XX xx 3 2 3 Pembayaran Utang - Rp -_ 
XX XX 

t 

X XX 

, 

XX 3 

1 

2 3 01 Pembayaran Utang kepada Pihak Ketiga Rp - 
- 

- 

Pembenan ,...... 
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NO KODE REKENING URAIAN ANGOARAN KETERANGAN 

I 2 3 _ 4 5 6 7 8 9 1 10 11 12 13 

xx 

int 

xx 
.Lx 

x 
x 

3cx 
XX 

.,cx 

XX 

3 

3 

2 

2 

4 

4 01 
Pembenan Pinjarnan Nagari 
Pemberian Pinjaman Nagari kepada Pihak Ketiga 

Rp - 
Rp - 

JUMLAH tRpri 

  tanggal 

Disetujui/mengesahltan 
Wali Nagari 

Cara pengisian : 
1. kolom 1 ditsi dengan nomor urut 
2. kolom 2 diisi dengan kode kecamatan 
3. kolom 3 diisi dengan kode nagari 
4. kolom 4 diisi dengan kode bidang (carena pembiayaan isi dengan 00 saja) 
5. kolom 5 diisi dengan kode kegiatan (carena pembiayaan ist dengan 00 saja) 
6. kolom 6 diisi dengan kode sub kegiatan (karena pembiayaan isi dengan 00 saja) 
7 kolom 7 diisi dengan kode kode pembiayaan 
8. kolom 8 ditsi dengan kode jents pembiayaan 
9. kolom 9 diisi dengan kode obyek pembiayaan 
10. kolom 10 dizsi dengan kode rincian obyek pembiayaan. 
11. kolom 11 diisi dengan uraian 

12. kolom 12 diisi dengan anggaran yang akan diterima untuk satu tahun. 

13. kolom 13 diisi dengan dasar hukum 

TELAH DirELITI 
EAGIAN HUK DANHAM 

Pelaksana Kegiatan 
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LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI TANAH DA'TAR 
NOMOR : 12 TAHUN 2015 
TENTANG : PEDOMAN PENYUSUNAN API3 NAGARI DAN 

STANDAR BIAYA IJMUM PEMERINTAH NAGARI 

Kode Rek NAMA KECAMATAN DAN NAGARI 

01 Kecamatan X Koto 
01 01 
01 02 

Nagari Singgalang 
Nagari Paninjauan 

01 03 
01 04 

Najari Pandai Sikek 
Nagari Panyalaian 

01 05 
01 06 
01 07 

Nagari Aie Angek 
Nagari Tambangan 
Nagari Jaho 

01 08 Nagari Koto Baru 
01 09 Nagari Koto Laweh 

02 Kecamatan Batipuh 
02 01 
02 02 

Nagari Gunuang Rajo 
Nagari Andaleh 

02 03 Nagari Sabu 
02 04 
02 05 

Nagari Batipuah Ateh 
Nagari Batipuah Baruah 

02 06 
02 07 
02 08 

Nagari Pitalah 

Nagari Tanjuang Barulak 
Nagari Bungo Tanjuang 

03 Kecamatan Batipuh Selatan 
03 01 Nagari Sumpur 
03 02 Nagari Guguak Malalo 
03 03 
03 04 

Nagari Batu Taba 
Nagari Padang Laweh Malalo 

04 Kecamatan Pariangan 
04 01 Nagari Sawah Tangah 
04 02 
04 03 

Nuari Sungai Jambu 
Nagari Simabur 

04 04 
04 05 

Nagari Pariangan 
Nagari Tabek 

04 06 Nagari Batu Basa 

05 Kecamatan Rambatan 
05 01 Nagari Rambatan 
05 02 
05 03 
05 04 

Nagari Padang Magek 
,Nagari III Koto 
Nagari Balimbiang 

05 05 Nagari Simawang 

06 Kecamatan Lima Kaum 
06 01 Nagari Limo Kaum 
06 02 
06 03 

Nagari Cubadak 
Nagari Baringin 

06 04 
06 05 

Nagari Parambahan 
Nagari Labuah 

07 Kecamatan Tanjung Emas 
07 01 
07 02 

Nagari Pagaruyun_g 
Nagari Saruaso 

07 03 Nagari Tanjung Barulak 
07 04 Nagari Koto Tangah 

08 Kecamatan Padang Ganting 
08 01 Nagari Atar 

08 02 Nagari Padang Ganting 

09 Kecamatan Lintau Buo 
09 j 01 Nagari Taluak 

Nagari 
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Kode Rek NAMA KECAMATAN DAN NAGARI 

09 02 Nagari Buo 
09 03 Nagari Pangian 
09 04 Nagari Tigo Jangko 

10 Kecamatan Lintau Buo Utara 
10 01 Nagari Batu Bulek 
10 02 Nagari Balai Tangah 
10 03 Nagari Tanjuang Bonai 
10 04 Nagari Lubuak Jantan 
10 05 Nagari Tepi Selo 

11 Kecamatan Sungayang 
11 01 Nagari Mina.ng Kabau 
11 02 Nagari Sungai Patai 
11 03 Nagari Sungavang 
11 04 Nagari Tanjuang 
1 1 05 Nagari Andaleh Baruh Bukik 

12 Kecamatan Sungai Tarab 
12 01 Nagari Sungai Tarab 
12 02 Nagari Gurun 
12 03 Nagari Koto Tuo 
12 04 Nagari Pasie Laweh 
12 05 Nagari Rao-Rao 
12 06 Nagari Kumango 
12 07 Nagari Koto Baru 
12 08 Nagari Padang Laweh 
12 09 • Nagari Simpuruik 
12 10 Nagari Talang Tangah 

13 Kecamatan Salimpaung 
13 01 Nagari Situmbuk 
13 02 Nagari Lawang MandahiIing 
13 03 Nagari Supayang 
13 04 Nagari Salimpaung 
13 05 Na:ari Sumaniak 
13 06 Nagari Tabek Patah 

14 Kecamatan Tanjung Baru i 
... 

14 01 Nagari Barulak /' ) 
14 02 Nagari Tanjung Alam ,...~.111■,. .. / ./ 

(d‘t DIQ PASADIGOE 

LAMPIRAN IV 
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LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI TANAH DATAR 

NOMOR : t2 TAHUN 2015 
TENTANG : PEDOMAN PENYUSUNAN APB NAGARI DAN STANDAR BIAYA 

UMUM PEMERINTAH NAGARI 

Kode Rekening dan Daftar Kegiatan Menurut Bidang 

KODE BIDANG DAN KEGIATAN 

›oc xx 1 BIDANG PENYELENGGARAA.N PEMERINTAHAN NAGARI 

20C XX 1 0 1 Pembayaran penghasilan tetap dan tanjangan 

xx xx 01 00 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan _ .. 

xx xx 1 02 
_ 

Penyediaan biaya pperasional dan pemeliharaan perkantoran 

xx xx 1 02 00 Penyediaan jasa surat menyurat 
xx xx 1 02 00 Penyediaanjasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 

xx xx 1 02 00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 
xx xx 1 02 00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah 
XX )0C 1 02 00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 
soc xx 1 02 00 Penyediaan jasaperbaikan peralatan kerja 
xx xx 1 02 00 

. 
Penyediaan alat tulis kantor 

xx xx 1 02 00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan . 
xx xx 1 02 00 Penyediaan_peralatan dan periengkapan kantor 
xx xx 1 02 00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturarkperundangundangan •

xx xx 1 _ 02 00 
. 

Penyediaan makanan dan minuman . 
xx xx 1 02 00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah ' - . 
xx apc 

- 
1 — 02 00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - 

›oc xx 1 02 00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 
xx xx 1 02 00 

_. 
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 

xx xx 02 00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 
XX XX 

_1 
1 02 00 Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas operasional 

xx xx 1 02 00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 
xx xx 1 02 00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu . 

1— 
XX 

—, 
XX 1 03 

__ 
Pengelolaan keuangan nagari 

xx xx 1 03 00 Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belarja Nagari 
xx xx 1 03 00 

_. 
Penyusunan laporan keuangan triwulan Pemerintahan Nagari 

xx xx 1 03 00 Pen_yusunan laporan keuangan semesteran pemerintahan nagari
xx XX 1 03 00 

-
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 

XX 
-I 

Penetapan dan penegasan batas Nagari X3C 1 04 

XX XX 1 04 00 Koordinasi kerjasama vvilayah perbatasan 

xx xx 1 05 Penyusunan Data Nagari 
xx 1 05 

- 
00 

_ 
Penyusunan profile Nagari _xx- 

XX xx 1 05 00 Penyusunan Monografi Nagari 
30C XX 1 05 00 

._ 
Penyusunan Buku Nagari Dalam Angka

xx 05 00 Pen,y unan data base Pendapatan Asli Nagari _ 
XX 

_xx _ _ 

XX 1 05 00 Pendataan tempat usaha 

xx >DC 1 06 
_ 

Penyusunan tata ruang Nagari 
xx xx 1 06 00 

_ 
Perencanaan Tata Ruang Nagari 

xx xx 1 06 00 Penyusunan rencana tata ruang wilayah nagari 
xx xx 1 06 00 Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan nagari 
xx xx 1 06 00 Penyusunan buku informasi dan prosedur pelayananierizinan nagari 
acac xx 1 06 00 Sosialisasi informasi dan prosedur pelayanan perizinan nagari 

xx xx 1 07 Penyelenggaraan musyawarah Nagari 
acx xx 1 07 00 

+-
Penyele_Hg_araan musrenbang Nagari 

. _ 
30( XX 1 08 Pengelolaan informasi Nagari; 
xx xx 1 08 00 Peny_l. sunan Informasi Lappran Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari 
xx xx 1 08 00 Komunikasi dan Informatika 
apc xx i 08 00 Peny_ebarluasan informasi pembangunan n_ ari 
acas xx 1 08 00 PeLlyebarivasan informasi penyelenggaraan_pemerintahan nagari 
xx xx 1 08 00 Pen_yebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat naggi 

xx xx 1 09 Penyelenggaraan Perencanaan Nagari 
XX XX 09 00 Penyusunan dan penetapan RPJM Nagari 
xxxx l 09 00 Penyusunan dan_penetapan RKP Nagari 

XX ,CIC 

_ 

1 1 0 Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Nagari 

xx aoc 1 11 Penyelenggaraan kerjasama antar Nagari 

Pembangunan 
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KODE BIDANG DAN KEGIATAN 

xx xx 
xx 

1 
1 

12 
-1—12 00 

Pembangunan/Rehab Sedang/Berat sarana dan prasarana kantor Nagari 

xx 
, 

Pemban&unan_gedung kantor
mc xx 1 12 00 Rehabilitasi sedan_g/berat gedung kantor _ 

xx >oc 1 13 Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 

Operasional Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN) _ xx xx 1 14 

)cx xx 1 14 00 
_ 

Penyelenggaraan rapat-rapat paripurna BPRN 

xx xx 1 14 00 -Kunjun_gan ketja pimpinan dan anggota BPRN dalam daerah . 
- rc< ›oc 1 14 00 Pembahasan rancang_an_peraturan nagari 

xx xx 1 14 00 Sosialisasiperaturan nagan 
xx xx 1 14 00 Penyusunan tata tertib BPRN _ 

2oc xx ._ 1 14 Pen_ysunan Memori serah terima jabatan wali nagari

xx xx 1 15 
Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan Laporan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Nagari 

xx xx 1 16 Penyelenggaraan pemilihan/pelantlican wali nagari dan/atau BPRN 

xx xx 1 16 00 Pemilihan dan pelantikan wali nagari 
xx xx 1 16 • 00 Pemilihan dan pelantikan BPRN 

xx xx 17 
, 

Intensifikasi Pemungutan penenmaan daerah dan penerimaan nagari _ • 

xx xx 1 18 Peningkatan petayanan publik dalam bidang kependudukan 

1 xx ,oc 19 Penataan dan publikasi Peraturan Perundang-undangan dan peraturan nagari 

xx xx 1 19 00 
. 

Penataan Peraturan Perundang-undangan 
1 19 00_ Sosialisasi dan_pttblikasi peraturan nagarl kepada masyarakat _xx 

xx 
_30C 
xx 1 19 00 Koordinasi kedasama_permasa1ahan peraturan perundang-undangan 

,oc ›oc 1 19 00 Kajian peraturan_perundang-undangan nagari terhadap p_eraturan perundang-unda.ngan 

xx xrc 1 19 00 Penyusunanperaturan nagari tentang adat saling,ka nagari 

3CX XX 1 20 Penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip/budaya tradisional 

xx xx 1 20 00 Penylamatan danpelestarian dokumenjarsip/budaya tradisional _ 
XX 30t 1 20 00 Pengadaan sarana p_engolahan dan penyimpanan arsip 
›oc xx 1 20 00 Pendataan dan p_enataan dokumen/arsip nagari 
xx xx 1 20 00 Penyusunan Ranji dan silsilah keturunan 
xx roc 1 20 00 Penyelamatan dan penelusuran keberadaan alat-alat/benda tradisional nag_ari 

xx xx 1 20 00 Perekaman dan digitalisasi bahan pustaka 
xx xx 1 . 20 00 Pen_gelolaan karya cetak dan karya rekam . 

xx 2CX 1 21 Operasional Jorong 

XX XX l 2l 00Pembinaan Jorong - 

xx xx 1 22 Pengadaan sarana dan prasarana kantor Nagari

xx XX 1 22 00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
XX 

— - 
XX 1 22 00 Pengadaan peralatan gedung kantor 

• - 
xx 1 Pengadaan meubeleur xx 22 00 

xx xx 1 22 00 
— _ 

Pengadaan Kendaraan Dinas Operastonal  _ 

xx xx 2 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN NAGARI 

xx ,oc 2 0 1 Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastrulctur dan lingkungan di Nagari 

xx aoc 2 01 01 
_ 

Pembangunan/Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan dan jembatan nagari 

xx >oc 2 01 02 
. 

Pembangunan/Rehabilitasi/Pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong nagari . _  
xx xx 2 01 02 Pembangunan/Rehabilitasi Dam/ Pant Nagari __. 
xx xx 2 01 03 Pembangunan/Rehabilitasi/Pemeliharaan saluran irigasi nagari 

xx xx 2 01 03 Pembangunan/Rehabilitasi Jaringan Ingasi Tingkat Usaha Tani Nagari 

aoc xx 2 01 03 
_ 
Pembangunan/Rehabilitasi Jaringan Ingasi Nagari 

xx XX _ 2 01 04 Pembangunan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Gerbang/Gapura nagari _ 
xx xx 2 01 05 Pembangunan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Tugu/Monumen nagari 

xx xx 2 01 06 
_ 

Pembangunan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Pos Pelayanan Masyarakat nagari _. _ 
acx 

. 
xx 2 01 07 

_ . . . . . 
Pembangunan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Tempat Ibadah nagari _ . 

xx XX 2 01 08 Pembangunan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Tambatan Perahu nagari .. 
xx xx 2 01 09 Pembangunan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PembangiTt-Listrik 

XX xx 2 01 10 
Pembangunan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman 
nagari 

xx ›oc 2 01 11 
Pembangunan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana infrastruktur dan 
lingkungan Nagari Lainnya 

Pembangunan 
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KODE BIDANG DAN ICEGIATAN 

XX XX ._ _ 2 02  _ Pembangunan, pemanfaatan dan. pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan______
_ 

XX XX 2 02 01 Pembangunan/Rehabilitasi/Pemeliharaan sarana dan prasarana air bersih nagari . . 
xx xx 2 02 02 Pembangunan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sanitasi Nagari 

xx xx 2 02 03 Pembangunan/Rehabilitasi/Perneliharaan Sarana dan Prasarana posyandu 
- _ 

xx xx 2 02 04 Pembangunan/Rehabilitasi/Pemehharaan Sarana dan Prasarana Kesehatan Nagari Lainnya 

• — - - 

Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan 
xx xx 2 03 kebudayaan 

)oc xx 2 03 
03 

01, 
02 _-

Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan formal dan non formal

Penyediaan buku dan bahan bacaan perpustakaan nag_ari _ xx xx 
XX XX 2 03 03 Pembinaan Pustaka Nagari . 

— — — . 
_ 
._ . 

Pengembangan usaha.. e.konomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan 
xx xx 2 04 pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi. . . 
xx xx _ 2 ._ 04 01 Pemban_gt_anan/Rehabilitast/Pemeliharaan. pasar nagari 

Pembangunan sarana dan prasarana pasar nagari untuk produksi hasil 
pertanian/perkebunan xx xx 2 

- 
04 
-- 

01 
- 

xx 
-. . 
Pemeltharaan sarana dan prasarana pasar nagari untuk produksi hasil 
pertanian/perkebunan 

xx 2 04 01 

xx xx 2 04 01 
. 

Pemeliharaan sarana dan prasarana pasar produksi hasil peternakan dan_perikanan • 
xx xx 2 04 02 Pembentukan dan pengembangan BUM Nagari; _ 
xx xx 2 04 03 Penguatan permodalan BUM Nagari; 
xx xx 2 04 04 Pembibitan tanaman pangan: 
xx xx 2 04 05 Penggilingan padi; . . 
xx ._ 3.:x 2 04 06 Pembangunan pusat penampungan produksi hasil p_eternakan dan perikanan 
xx xx 2 04 06 Pembangunan/rehabilitast/pemeltharaan dan_pemanfaatan Lumbung Nagari; 
XX .._ XX _ .. 2 04 - 07 Pembukaan lahan pertanian; . _  
xx -- xx — 2 _ 04 - 08 Pengelolaan usaha hutan Nagari; 

09 Kolam ikan dan pembenihan ikan; xx xx 2 04 
xx xx 2 04 09 

.. _ 
Pendataan dan pemanfaatan kawasan perikanan danau, sungai dan kolam - --
Kapal penangkap ikan; xx xx 2 04 10 _ 

xx xx 2 04 11 Cold storage (gudang p_endingin); 
xx xx 2 04 12 

. 
Pembangunan tempat pelelangan ikan 

xx xx 2 _ 04 . _ 12 Pemeliharaan rutin./berkala tempat pelelangan ikan . .. . 
xx xx 2 04 12 Rehabilitasi sedang/berat tempat pelelangan ikan _ 
xx xx 2 04 12 Tempat pelelangan ikan; 
xx— )oc - -_. 2 04 13 Tambak garam;
xx xx 

. 
2 04 14 Kandang ternak; - . 

xx xx 2 04 15 Instalasi biogas; 
xx xx 2 04 16 Mesin_pakan ternak;
xx xx 2 

. 
04 17 Sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi Nagari. 

xx xx 2 04 18 Pembangunanfrehabilitast/pemeliharaan pusat promosi atas hasil produksi nagari 
xx xx 2 04 

• 

18 Pembangunanpusat_promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan na_g_eui 
xx xx 2 04 . 18 Pemeliharanpusat-pusat promosi atas hasilproduksipertanian/perkebunan 

XX XX 2 04 18 Pembangunan pusat penampungan produksi hasil pertanian/perkebunan masyarakat 

)oc xx 2 04 19 Promosi atas hasil-produksi unggulan nagari 
x?c xx 2 04 19 

. 
Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan un_ggulan nag_ari 

)cx xx 2 04 19 Promosi atas hasil produksi peternalcan unggulan nagari .
xx xx 2 04 19 Pengembang_an Industri Kecil dan Menengah 
xx xx 2 04 19 Promosi_produksi industri kecil nagart 
xx xx 2 04 20 

__ 
Pengendalian dan Pemberantasan Hama - 

30C XX 2 05 Pelestarian lingkungan hidup
xx xx 

xx 
2 
2 

05 
05 

01 
01 

penghijauan; _ . _ . , 
Pengembangan hutan masyarakat adat xx 

2CX XX 2 05 02 terasering; 
xx xx 2 05 

. pembuatan 
03 

_ 
pemeliharaan hutan bakau; 

xx xx 2 05 04_ 
.  

parlindungan mata air;
xx xx 2 05 

. 
05 daerah ahran sungai;

xx xx 
. 

2 05 
_pembersihan 

06 . perlindungan terumbu karang; dan
XX XX 2 05 07 kegiatan lainnya sesuai kondisi Nagari. 
›ot xx 2 05 08 Pengelolaan Persampahan . - --- - 

..xx xx 2___ _05 _08 Keriasama pengelolaan sampah . . . - 
xx xx 2 05 09 Pen.gawasan penertiban kegiatan pertambangan r.akyat  . 

xx _. aoc 2 06 Pengembangan Destinasi/Tujuan Parrwisata nagari — 

xx xx 2 07 Pembangunal-i/rehabilitasi sarana dan prasarana rumah bagi_keluarg_a.miskin_.

xx _ . xx 3— - BIDANG PEMBINAAN KEMABYARAKATAN _ 
xx XX 3 01 Pembinaan lernbaga kemasyarakatan 

_xx 
_. 

)oc_ 
_ 

3 01 00Penyusunan 
. 

sistem_perlindungan bagt perempuan
xx ›..% 3 01 00 Pembinaan organisasi nrrempuan 

Pembinaan 
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KODE BIDANG DAN KEGIATAN 

01 00 Pe—mbin-aan— P-KK -Nar g-an-  . XX XX 3 

xx xx 3 01 00 
. 

Pembinaan Posyandu Nagari ' 

xx xx 3 01 00. Penirmkatan..p!ran serta kepemudaan 
xx xx 3 01 00 

. . 
Pembinaan Karang_Taruna 

XX 30C 01 00 Pembinaan Lembaga Unsur Pemuda 
xx xx 01 00 

- 
Pembinaan dan Pemberdayaan Pemuda - 

,cx 01 00 Pembinaan organisasi kemagyarakatan
,oc XZ.0 01 00 Pembinaan LembagaAhm.Ulama 
ICC 30C 01 00 Pembinaan Lembaga Bundo Kanduang,. .. .. 

01 OD- Pembinaan Lembaga_Cadiak Pandai 
01 00 

_ 
Pembinaan Lemb%a Pemberdayaan Masyarakat

xx 30C 02 Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban . 
30C XX 02 

_ 
00 Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyaqtkat 

xx 02 00 Pengendalian keamanan lingkungan 
oc )0C 02 00 Pemban_gunan pos jaga/ ronda 

XJC 03 Pembinaan kerukunan umat beragama 

XX xx 03 00 Penyelenggaraan Safari Ramadhan
xx xx 03 00 Fasilitasi dan Pembinaan Kegiatan Keagamaan 

.._ _ _ 
xx 04 Pengadaan sarana dan prasarana olah raga 

04 00 Pembangunan danpening_katan sarana dan prasarana olahrgga 
xx xx 04 00 Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan.prasarana olahraga 

ioc acc 04 00 Pen_g_adaan peralatan olah raga . 

xx • 05 Pembinaan lembaga adat 

aor 05 00 Penyusunan Kebijekan tentang Adat Salingka Nagari___
30C XX 05 00 Perffelenggaraan dan Penyelesaian Permasalahan Adat Salingka Nggari _____ _ 
xx oc 05 00 Sosialisasi Adat Salinjka Nagari 
xx xx 05 00 Musyawarah Pemilihan dan Pengukuhan Kepengurusan Kergp_atan Adat Nazari 

30C 3CX 06 Pembinaan kesenian dan sosial buaaya masyaralcat 
xx 
ioc i g 06 _ _ 00 _ 

0000 
Peleatarian, sosialisasi danaktualisasi adat budaya dalam naggri . . 

kbebk ijgkan tentang budaya dalam nagari 0066 pPenyusunan 
j arah dan kebudayaan nEgiari ..,_ ,

ioc XX 0-6- 00 Pelestarian Atraksi Budaya Daerah 
xx xx 3 06 00 Pengembangankesenian dan kebudayaan tradisional na_gari 

ioc zor 07 Penyelensgaraan Bakti Gotong Royong masyaralcat 

oc xx 08 Pembinaan dan Pemas,yaralcatan Olahrag 
ioc xx_ 08 00 Penyelenggaraan konwetisi olahraga 

xx 08 00 Pembinaan olahrggayang berkembang di mag,yarakat 

aoc oc 

__._.. 

BIDANG PEMBBFIDAYAAN MASYARAICAT 
XX 4 Pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan 

xx ,oc 4 • 00 Pelatihan teknologi tepat guna 

_ 

xx
_ 

4 

...._ 

03 
Pendidilcan, pelatihan, dan penyuluhan bagi Wali Nagari, perangkat Nagari, dan Badan 
Pemusyawaratan Rakyat Nagari 

03 00 Pendidikan dan pelatihan formal 
XX ioc 03 00 

_ 
Sosialisasi peraturanperundang-undarigan . 

iac 04 Peningkatan kapasitas masyarakat 
04- 01 

. 
kader pemberdayaan masyarakat Nagari; 

04 02 
. 

kelompok usaha ekonomi produktif; 
30C xx 04 02 Fasilitasi m•odal usaha bagi peciagang nagari 
30C XX 04 03 kelompok perempuan, 

XX xx _ 04 03 Pelatihan perempuan dalam bidang usaha ekonomi produktif 
xx _ acc ,04 03 Bimbirigan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha _.. _. 
xx 
xx 

XX 

xx 
04 
04 

04 
05--

kelompok tani, 
kelompok masyarakat misicin, 

XX 30C 04 05 Pen_gadaan sarana danprasarana pendukung usaha baO_keluarza mislcin 
xx ,oc 04 05 Perigembanggn tanaman perkebunan keluaria
xx xx 4 04 05 Penguatan modal usaha keluarga miskin __ ____. __ __.___...____ _ 
xx xx 4 04 06 kelompok nelayan, 
xx xx 4 04 07 kelompok pengajin, 
XX 3IX 4 04 08 kelompok pemerhati dan perlindungan anak, 
XX JCIC 4 04 09 kelompok pemuda

xx aoc 4 04 09 Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda

xx xx 4 04 10 Pengembangan dan pemberdayaan ekonomi petani dan peternak ikan

70C xx 4 04 10 Pembudidayaan, pembibitan dan pemasaran ilcan nagari 
--•----------xx xx 4 04 11 Kelompok tena_g_a pendidik formal dan non formal di nagari 

xx acc 4 04 11 Pemberdayakm tenaga pendidik non formal 
Pemberdayaan 



- 37 — 

KODE BIDANG DAN KEGIATAN 

XX 3CX 4 04 11 Pemberdayaan Tenaga Pendidik formal 
xx xx 4 04 12 kelompok lembaga unsur di nagart. 
>c< xx 4 04 13 

_ 
kelompok lain sesuat kondtsi Nagart.

xx xx 4 Penanggulangan KemisIdnan 
xx xx 4 

_05 
05 01 Perbaikan rumah keluarga miskin 

xx xx 4- 05 02 Penyaluran Beras Keluarga Miskin 

xx xx 4 06 Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam 
xx XX 06 01 Pemberdayaan potenst masyarakat dalam penanggulangan bencana 

xx 

_._ 

xx 

._ 
_ 

BIDANG TIDAK TERDUGA 
- 

XX xx 5 01 Keadaan darurat/Kejadian Luar Biasa (KLB) 

- _ ..,____I

017E!_!TI KAW1,G 
, ,fri,oe• 

; „. Ll;•;N. 

M. SHADIQ PASADIGOE 
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LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI TANAH DATAR 
NOMOR : 12 TAHUN 2015 
TENTANG : PEDOMAN PENYUSUNAN APB NAGARI DAN STANDAR B1AYA 

UMUM PEMERINTAH NAGARI 

KODE REKENING PENDAPATAN PEMERINTAH NAGARI KABUPATEN TANAH DATAR 

Kods Re kaning Uraian 

1 2 

xx XX X XX XX 1 PENDAPATAN 

xx xx X X7C 7LX 1 1 PENDAPATAN ASLI NAGARI 

xx xx x xx xx 1 1 1 Hasil Usaha Nagari 

xx xx x xx XX 1 1 1 01 Badan Usaha Milik Nagari 

xx xx x xx xx 1 1 1 02 Usaha Ekonomi Nagari Simpan Pinjam 

xx aoc x xx xx 1 1 1 03 Lumbung Pangan Masyarakat Nagari 

XX XX X XX XX 1 1 1 04 Tanah Kas Nagari 

xx >oz x xx XX 1 1 1 05 Lain-lain Hasil Usaha Nagari Yang Sah 

xx xx x xx ,o; 1 1 2 Hasil Aset Nagari 
=ffillIMEME=IIMIIMMIffill 

›Dc xx x xx XX 1 1 2 01 Tambatan Perahu 

3CC xx x ›oc xx 1 1 2 02 Pasar Nagari 

xx xx x xx xx 1 1 2 03 Ban_gunan nagari 

xx xx x xx X:X 1 1 2 04 Obyek wisata yang dikelola oleh nagari 

)oc XX X XX XX 1 1 2 05 Tempat Pemandian Umum 

xx xx X XX XX 1 1 2 06 Ulayat na ari 

xx xx x xx xx 1 1 2 07 Jarin_gan Irigasi 

xx xx x xx xx 1 1 2 08 Tempat pemancingan ikan disungai 

xx )oc x xx xx 1 1 2 09 Tempat pelelangan ikan yang dikelola Nagari 
xx xx x xx xx 1 1 2 10 Jalan nagari 
xx xx x xx xx 1 1 2 11 Aset bekas desa yang ada dalam nagari 
xx xx x xx xx 1 1 2 12 Lain-lain kekayaan nagari 

xx XX X XX XX 1 1 3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 

7C7C XX X XX XX 1 1 3 01 Swadaya 
xx xx x xx xx 1 1 3 02 Partisipasi 
xx xx x xx xx 1 1 3 03 Gotong Royong 

xx xx x xx xx 1 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Nagari Yang Sah 

xx xx x xx xx 1 1 4 01 Hasil Pungutan Nagari 

xx xx x ›oc xx 1 1 4 02 Jasa Giro 

xx xx x xx xx 1 1 4 03 Pendapatan Bunga 

xx xx x >o< xx 1 1 4 04 Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian nagari 
XX XX X XX XX 1 I 4 05 Denda atas keterlambatan pelaksanaan pekedaan 

xx xx x xx xx 1 1 4 06 Pendapatan denda hasil pengelolaan kekayaan nagari 

xx XX X XX XX 1 1 4 07 Hasil Pen elolaan Dana Bergulir 

xx xx x 70L XX 1 2 DANA TRANSFER 
30C XX X X,C xx 1 2 1 Dana Nagari 

xx ic "ac 3c.c 1 2 1 01 Dana Nagari dari APBN 

xx x xx xx 1 2 2 Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

XX 7DC X 7C7C XX 1 2 2 01 Bagian dari Hasil Pajak Daerah 
xx xx x xx xx 1 2 2 02 Bagian dari Hasil Retribusi Daerah 

xx xx x xx xx 1 2 3 Alokasi Dana Nagari (ADN) 

xx xx x >oc xx 1 2 3 01 Alokasi Dana Nagari (ADNI.

xx xx x xx xx 1 2 4 Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi 

xx ›oc x xx xx 1 2 4 01 Bantuan Keuangan Bersifat Umum 

xx xx x xx xx 1 2 4 02 Bantuan Keuangan Bersifat Khusus 

xx )oc x xx ,oc 1 2 5 Bantuan Keuan:an AP_BD Kabupaten 

xx xx x xx xx 1 2 5 01 Bantuan Keuangan Bersifat Umum 
xx xx x xx xx 1 2 5 02 Bantuan Keuangan Bersifat Khusus 

PENDAPATAN 
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Kode Rekening Uraian 
1 2 

xx 7DC X 7LX XX 1 3 PENDAPATAN LAIN-LAIN 
xx xx x xx xx 1 3 1 Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga y-ang Udak mengikat 

xx xx x xx xx 1 3 1 01 Hibah 
xx XX X XX 3,ZX i 3 1 02 Sumbangan Pihak Ketiga 

xx xx x XX XX i 3 2 Lain-lain pendapatan nagan yang sah 

xx xx x xx XX 1 3 2 01 Kerjasama dengan Pihak Ketiga 
xx xx x xx xx 1 3 2 02 Bantuan perusahaan 

B. KODE REKENING BELANJA 
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B. KODE REKENING BELANJA PEMERINTAH NAGARI KABUPATEN TANAH DATAR 

Kode Rekening Uraian 

1 2 

_ ---
XX XX X X7C xx 2 BELANJA NAGARI 

- - 
xx XX X XX XX 2 1 BELANJA PEGAWAI 

xx xx x xx xx — 2 1 01 Penghasilan Tetap dan/atau Tunjangan 

Penghasilan Tetap dan/atau tunjangan Wali Nagari, Selretaris Nagari, Kaur, Kepala Jorong 
xx xx x )oc xx 2 1 01 01 dan Bendahara 

XX 30C X XX XX 1 01 02 Penghasilan Tetap dan/atau tunjangan Punpinan dan Anggota BPRN 
--

= xx x xx — xx 2 1 02 Tunjangan lainnya 

'›Ui XX X XX xx 2 1 02 01 Tunjangan kesehatan 
- - 

x xx xx 
— 

2 1 02 02 xx xx Dst 

xx XX X XX XX • BELANJA BARANG DAN JASA 
.... ..__ _ - -• - • - - 

- 
.?oc xx x xx xx 2 2 01 Honorarium 

xx. xx x xx xx 2 2 01 01 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 

xx xx x 
_ 

xx 
_... 

xx 2 2 01 02 
. . 

Honorarium Tim Pengelola Kegiatan dalam Pengadaan Barang dan Jasa 

, xx xx x xx _ ›ac 2 2 01 03 Honorarium Panitia/Tim Penerima hasil pekerjaan 

_ 
xx xx x xx xx 2 2 02 Uang lembur 

_ 
xx xx x xx xx 2 2 02 

_ 
01 Uang lembur 

xx xx x XX XX 2 
_ 

2 03 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 

xx xx _ x xx _ xx 2 2 03 01 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber . . 

xx xx x xx xx 2 2 04 Belanja Bahan Pakai Habis • 

xx xx x >w< xx 2 2 04 01 Belanja alat tulis kantor 
_ . 

xx xx x xx xx 2 2 04 02 Belanja dok-umen/administrasi tender 

:oc xx x 
_

xx ,c( 2 2 04 03 Belanja alat listrik dan elektronik ( larnpu pijar, battery kering)-

xx xx x xx xx 2 2 04 04 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 
----

xx xx x xx xx 2 2 04 05 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 

xx xx x xx xx•  2 2 04 06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 

xx XX X xx xx 2 2 04 07 Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran 

xx xx x xx xx 2 2 04 08 Belanja pengisian tabung gas - i 
._ _ _.... 

xx xx x xx xx 2 2 04 09 
.- 

Belanja peralatan penunjang kegtatan belajar mengajar 

xx xx x xx xx 2 2 04 10 Belanja spanduk/baliho/bendera 

xx xx x xx xx 2 2 04 11 Belanja plakat/piala /tropy 

xx xx x xx xx 2 2 04 12 Dst 

xx XX X XX XX 2 • 2 05 Belanja Bahan/Material 

xx xx x xx XX 2 2 05 01 Belanja bahan baku bangunan • 

xx xx x xx xx 2 2 05 02 Belanja bahan/bibit tanaman 

XX XX X X.0 xx 2 2 05 03 Belanja bibit ternak -- - 

xx xx x xx xx 2 2 05 04 Belanja bahan obat-obatan 
_ ._ .. ... 

xx xx x xx xx 2 2 05 05 Belanja bahan kimia 

xx xx x xx xx 2 2 05 06 Belanja hasil peternakan 

xx xx x xx XX 2 2 05 07 Belanja bahan organik 

xx xx x xx xx 2 2 05 08 Belanja bahan makanan 

xx ,c,c x xx xx 2 2 05 09 Belanja bahan praktek sekolah 

xx xx x xx xx 2 2 05 10 Belanja bahan /peralatan pertanian 
_ 

xx xx x xx ao( 2 2 05 11 Belanja bahan /peralatan perikanan 

Belanja bahan/peralatan studio 
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Kode Rekening Uraian 

1 2 

xx

xx

3cx 

xx 

xx 

,...x 

xx 

xx 

Na 

,,.. c 

xx 

: CC fiEINIIIII • Belanja Sewa Alat Berat 

Belanja sewa Eskavator 

30C 

xx 

XX XX 

)0C 

02 

03 

Belanja sewa Buldoser 

Belanja sewa Tronton xx 

xx 

1 

xx xx 

A 

04  
_ 

Dst 
_ 

xx Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan ICantor xx il 

xx 

xx 

xx 

M,oc 

XX 

8 2 1181 01 Belanja sewa meja kursi 

2 02 Belanja sewa komputer dan printer 

xx [3 

13 

13 

03 

04 

05 

Belanja sewa proyektor 
_ 

Belanja sewa generator ›ot 

xx 

111 

• 

xx 

xx Belanja sewa tenda 

Belanja sewa pakaian adat/tradisional xx 

XX 

xx

:-..x 

xx 

xx

`Oi: 

xx xx xx 13 06 

XX 

xx 

xx 

xx 13 07 Belanja sewa sound system 

Belanja sewa alat ukur pemetaan xx 

xx 

EI 13 

io 

08 

og 

10 

Belanja sewa GPS 
, 
Belanja sewa Pentas xx 

xx _ 

3,0( 

)oc 

iign
13  

MIN 13 11 Dst

Belanja Malcanan dan Minuman14 

xx 

xx 

xx 

xx 

xx _ 
xx 

xx 

xx

xx 

xx 

xx 

xx 

14 0 1 

02 

03 

Belanja makanan dan minuman rapat 

Belanja makanan dan minuman tamu si 
xx 

xx

xx 

14 

14 Belanja makanan dan minuman kegiatan 

xx

xx 

30C 

xx 

----.7at- 1 

xx 

14 

15 

15 

04 

01 

Dst 
, 

Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 

Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) )cic 

xx 

:,Gx 

xx 

xx xx 15 02 

03 

Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU) 

xx fl xx xx 15 Dst 

xx fl XX xx i 16 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 

xx 

xx 

xx 

XX 

im
• 

30C 

20C 

II F 16 • 

• 

Belanja pakaian adat daerah 

Belanja pakaian batik tradisional 16 

XX 

5,;:x 

XX _ 
xx 

fl

fl

xx

xx

xx flfl 1.6 

16 

033 

04 

07 

Belanja pakaian olahraga 

Belanja pakaian kegiatan keagamaan (MTQ, Hari Besar Keagamaan, dll) 

Dst 

xx 

xx 

xx 

xx 

xx XX 7,CX 16 

xx 

XX 
fl xx 

XX 

xx 

wc 
fl .._ 2 

2 _ 
2 

--61 

02 

Belanja Perjalanan Dinas 

Belanja perjalanan dinas dalam daerah 

Belanja perjalanan dmas luar daerah 
— 

Dst 

xx 

xx 

xx 

xx 

xx >ut 

xx xx 2 03 

XX 

xx 

xx

xx

REI
• 

XX 

XX 

2 

2 01 

Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis 

Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan 

,oc 

xx 

XX 

xx 

XX

xx xx
flfl 
flfl 

18 

18 

02 

03 

Belanja sosialisasi 

Belanja bimbingan teknis 

xx 

xx 

xx _ 
xx 

1 

xx ,rx

xx
flfl 
flfl 

18 

18 

04 

05 

Belanja kontribusi 

Dst 

xx xx xx xx 19 Belanja Pemeliharaan 

XX 

xx 

XX 

xx fl

xx_ . 
xx

xx

xx
fl fl  
flfl 

19 

19 

0 1 

02 

Belanja Pemeliharan Jalan 

Belanja Pemeliharan Jembatan 

xx 

xx 

xx _ 
xx 

xx 

xx 

XX 

xx x xx 

xx 

xx 

XX 

xx 

,oc 

xx 
- 

2 fl pg 133 Belanja Pemeliharaan Jaringan Air 

xx 

xx 

xx 

xx 

xx 

x 

x 

X 

x 

x 

xx 2 19 04 
— -- --- -------- -- --Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan dan Taman 

XX 

xx 

xx 

xx 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

19 

19 

19 

19 

05 

06 

07 

08 

Belanja Pemeliharaan Bangunan 
 

Belanja Pemeliharaan Alat-alat Bengkel 

Belanja Pemeliharaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan 
Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor 

30C X >DC xx 2 2 ig 09 Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor 

Belanja 
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Kode Rekening Uraian 

1 2 

xx xx X 30C XX 2 2 19 10 Belanja Pemeliharaan Komputer 

>bc XX X XX xx 2 2 19 11 Belanja Pemeliharaan Mebeuler 

xx xx x xx xx 2 2 19 12 Belanja Pemeliharaan Alat Studio 

xx xx x xx xx 2 2 19 _ 13 Belanja Pemeliharaan Alat Komunikasi 

xx xx x XX 30C 2 2 19 14 Belanja Pemeliharaan Alat-alat Ukur-

xx xx x xx xx 2 2 19 15 Belanja Pemeliharaan Prasarana Kebersihan 

xx xx x xx xx 2 2 19 16 Belanja Pemeliharaan Mesin Industri Kecil/Menengah 

:xx xx X XX XX 2 2 19 17 Belanja Pemeliharaan Taman dan Lapangan 

xx xx x xx abc 2 2 19 18 Belanja Pemeliharaan Arsip 

xx xx x XX XX 2 2 19 19 Belanja Pemeliharaan Jaringan 

.xx xx x xx xx 2 2 19 20 Dst 

xx >bc 2 2 x xx xx 20 Belanja Jasa Konsultansi 

xx xx x xx xx . 2 2 20 01 Belanja Jasa Konsultansi Penelltian 

xx 
. ._
xx x xx xx •2 2 

_
20 02 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 

›cx xx x xx xx 2 2 20 03 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 
- - 

xx x xx xx 2 20 04 
- -- -- -- 
Dst xx 2 

_ 
xx X 30C XX 2 2 21 Belanja Ganti Rugi xx 

xx xx x xx xx 2 2 21 01 Belanja ganti rugi tanah 

xx xx x xx xx 2 2 21 02 Belanja ganti rugi tanaman 

xx xx . 
x xx xx 2 r 2 21 

— 
03 Belanja gan-  ti rugi bangunan 

x xx dst xx xx xx 2 2 21 04 

xx xx x xx xx 2 2 22 Belanja Barang Yang- Akan Diserahkan Kepada Kelompok Masyarakat/Masyarakat 

xx xx x xx xx 2 2 22 01 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Kelompok Masyarakat 

xx xx x xx xx 2 2 22 02 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 

xx xx xx 2 2 23 xx x Belanja Iuran/Kontribusi 

xx xx x xx mc 2 2 23 01 Belanja Iuran/Kontribusi 

Belanja Jasa Guru TPA/MDA/MIS/PAUD/TK/Gharin/Imam Masjid/Pengelola Pustaka Nagari. 
xx xx x XX XX 2 2 24 

xx xx x xx xx 2 2 24 01 Belanja Jasa Guru TPA 
._ 

xx xx x xx xx 2 2 24 02 Belanja Jasa Guru MDA 

xx xx x xx xx 2 2 24 03 Belanja Jasa Guru MIS 
. . _ 

xx xx x xx xx 2 2 24 04 
. 

Belanja Jasa Guru PAUD 
_ 
xx xx x xx xx 2 2 24 05 Belanja Jasa Guru TK 
..__.__. 
xx xx x xx xx 2 2 24 06 

- 
Belanja Jasa Gharin Masjid 

xx xx x xx xx 2 2 24 07 Belanja Jasa Imam Masjid 

xx xx x xx xx 2 2 24 08 Belanja Jasa Pengelola Pustaka Nagari. - 

xx xx x xx xx 2 2 25 Belanja Barang Inventaris _ 
xx xx x xx xx 2 2 25 01 Belanja Alat Bengkel Bermesin 

xx __ .. xx x xx ›bc 2 2 25 02 Belanja Alat Bengkel Tak Bermesin 

xx xx x xx xx 2 2 25 03 Belanja Alat Ukur 

xx xx x ,oc xx 2 2 25 
._ 

04 
. 

Belanja Alat Pengolahan 

xx xx x xx xx 2 2 25 05 Belanja Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan 

xx xx x xx ›oc 2 2 25 06 Belanja Alat Kantor 

xx xx X XX xx 2 2 25 07 Belanja Alat Rumah Tangga 

xx xx x xx xx 2 2 25 08 Belanja Komputer 

ab< xx x xx ,oc 2 2 25 09 Belanja Meja Dan Kursi Keda/Rapat — 

xx xx x XX XX 2 2 25 10 Belanja Alat Studio 

xx x xx xx 2 2 
- ---- ---

Belanja Alat Komunikasi xx 25 11 

xx xx . _ x xx ._ xx 2 2 25 

- 

12 Belanja Alat Peraga/Praktek Sekolah 

xx xx x xx xx 2 2 25 13 Belanja Buku 

xx xx - x xx xx 2 2 25 14 Belanja Terbitan 

xx xx x ,oc XX 2 2 25 15 Belanja Barang-Barang Perpustakaan 

Belanja 
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1 2 

xx xx x xx xx 2 2 25 16 Belanja Barang Bercorak Kebudayaan 
- -- __ 

xx xx x xx xx 2 2 25 17 Belanja Alat Olah Raga Lainnya 

xx xx x xx xx 2 2 25 18 Belanja Hewan 
--- - --- 

xx xx 
_ _
x xx ,oc 

_ 
2 2 

... 
25 19 Belanja Tanaman 

xx xx X XX xx 2 2 25 20 Dst ._ . . 

xx xx x xx toc 2 2 
. 

26 
.. _ 

Dst 
_—

xx 
_ 
xx x xx xx 2 3 BELANJA MODAL 

xx 
. 
xx x xx xx 2 3 01 Belanja Modal Tanah 

_ 
xx 

_ 
xx x XX XX 

_ 
2 

_ 
3 01 01 Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Kampung 

xx xx x xx XX 2 3 01 02 Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Emplasemen 

- xx xx x XX xx 2 3 01 03 Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Sawith 

xx xx • x xx xx 2 3 01 04 Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Ladang 

xx xx 
. 

x xx ,oc 2 •3 . 01 05 Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Perkebunan 

xx xx 
i-

x xx xx 2 3 01 06 Belanja Modal Tanah - Pengadaan Kolam Ikan 

x 3 01 07 Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan xx xx xx xx 2 

}CX XX X XX xx 2 3 01 08 Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Industri 

xx xx x xx xx 2 3 01 09 Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Industri 

xx xx x xx xx 2 3 01 10 Belanja Modal Tanah - Perigadaan Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa 

xx xx x xx xx 2 3 01 11 Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Kosong 

xx 

xx 

xx , 
xx 

x 

x 

xx 

"C.: 

xx 

30( 

2 
!- — 

2 

3 

3 

01 

01 

12 

13 

Belanja Modal Tanah - Pctigadaan Tanah Peternakan 

Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Bangunan Pengairan 

xx :oc x xx toc 2 3 01 14 Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Bangunan Jalan dan Jembatan 

xx xx x xx xx 2 3 01 15 Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Lapangan Olah Raga 

xx xx x • xx xx 2 3 01 16 Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Lapangan Penimbun Barang 

xx xx x xx xx 2 3 01 17 Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Jalan 

xx toc x xx xx 2 3 01 18 Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Air 

xx xx x xx xx 2 3 01 19 Belanja Modal Tanah-Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Jaringan 

x xx x ,oc xx 2 3 01 20 Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bersejarah 

xx xx x xx _-xx 2 3 01 21 Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung Olah Raga 

xx xx x xx xx 2 3 01 22 Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Tempat Ibadah 

xx xx xx 3 x xx 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 

xx 3CX X XX XX 2 3 02 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Electric Generating Set 

t xx xx x xx xx 2 3 02 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pompa 

xx xx x xx xx 2 3 02 03 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Bor 

xx ,oc x xx xx 2 3 02 04 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan. Alat Angkutan Darat Bermotor 

xx xx x xx ›oc 2 3 02 05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Penumpang 

)oc xx _ x XX xx 2 .. 3 02 06 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus 

xx xx x xx xx 2 3 02 07 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua 

›oc xx x toc tot 2 3 02 08 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Tiga 

xx toc x XX xx 2 3 02 09 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor 

xx xx x xx XX 2 3 02 10 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor An-gkutan—Barang 

›o: xx x xx xx 2 3 02 11 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Tak Bermotor Berpenumpang 

xx xx x xx xx 2 3 02 12 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor 

xx xx x toc ]oc 2 3 02 13 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor Barang 

xx xx x _ .. xx _ xx 2 3 02 14 

•

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor Penumpang 

xx xx x xx xx 2 3 02 15 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Bermesin 

xx xx x toc xx 2 3 02 18 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Bengkel Listrik--  - — 

xx xx x XX toc 2 3 02 19 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Perkakas Bengkel Service 

xx xx x xx xx 2 3 02 20 Belanja Modal Peralatan dan Mesin- Pengadaan Perkakas Pengangkat Bermesin 

xx xx x xx xx 2 3 02 21 
___ __ __ _ 

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Bengkel Kayu 

xx xx x xx xx 2 3 02 22 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Bengkel Khusus 

xx xx x xx xx 2 3 02 23 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Las 

xx xx x xx toc 2 3 02 24 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin 
_ 

xx ›oc x xt.c xx 2 3 02 26 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Bengkel Listrik 

xx xx XX X XX xx 2 3 02 27 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Pengangkat 

Belanja 
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2 

XX 30C X XX xx 2 3 02 28 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Standar (Standart Tool) 

xx xx x xx xx 2 3 02 _._ 29 .. 
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Bengkel Kerja 

_ ., . _ _ .. i• 
xx x xx xx xx 2 3 02 30 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Tukang-tukang Besi 

XX XX X XX xx 2 3 02 31 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Tukang Kayu 

XX XX X XX xx 2 3 02 32 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Tukang Kulit 

xx xx x xx xx 2 3 02 33 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - PengadaanPeralatan Ukur, Gip 86 Feting 

:-xx xx x Hicx xx 2 3 02 34 Belan- l -a- M- o-dal -P- e-r-alat-an --dan Mesin Pengadaan Alat Pengolahan 

xx xx x xx xx 2 3 02 35 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman 
---- - 

:oc xx x xx xx 2 3 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Panen/Pengolahan 36 

xx xx x xx xx 2 3 02 37 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Peternakan 

xx xx x xx xx 2 3 02 38 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Hasil Percobaan Pertan an 

xx xx 2 3 02 39 
, - 

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Procesing x xx xx 

xx xx x xx xx 2 3 02 40 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pasca Panen 

XX XX X XX XX 2 3 02 4 1 -Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan Produksi Perikanan 

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan 
xx xx x xx xx 2 3 02 42 

_ 
xx xx x xx xx 2 3 02 43 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman 

xx xx x xx xx 2 3 02 44 -Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Parien 

xx xx x xx xx 2 3 02 45 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan 

ii xx 
F xx 

xx 
_ 
xx 

_. 
x 

. 
x 

xx 

xx 

xx 2 3 02 46 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penangkap Ikan 

xx 2 3 02 47 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan icat Kantor 

xx xx x xx ioc 2 3 02 48 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Ketik 

xx xx x xx xx 2 3 02 49 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Hitung/Jumlah.

xx xx x xx xx 2 3 02 50 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Reproduksi (Pengganda) 
- 

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor 
xx ›ni x xx xx 2 3 02 5 1 

xx xx x xx xx 2 3 02 52 
. _ 

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya 

xx xx x xx xx 2 3 02 53 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga 

xx xx x xx xx 2 3 02 54 
._ 

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan MeubeleUr-

xx xx x xx XX 2 3 02 55 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengukur Waktu 

xx xx x xx xx 2 3 02 56 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih — 

xx xx x xx xx 2 3 02 57 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin 

xx xx x xx xx 2 3 02 58 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur 

xx xx 
_ 

x xx 
--

xx 2 3 02 59 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya 

xx xx x xx xx 2 3 02 60-13elanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran 

xx xx x xx xx 2 3 02 61 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer 

XX 3CX X XX xx 2 3 02 62 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Unit Jaringan 

,ac xx x xx xx 2 3 02 63 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Person- af Komputer - - --------

xx = x xx ,cx 2 3 02 64 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Komputer Main.fram--e- - 

xx xx x xx xx 2 3 02 65 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer 

xx xx x xx isx 2 3 02 66 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan 

xx xx x xx — - 3 02 67- Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio 

xx xx x ,cx xx 2 3 02 68 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual 

xx xx x xx xx 2 3 02 69 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film 

xx xx x XX xx 2 3 02 70 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi 

xx xx x ies xx 2 3 _ 02 7 I. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Telephone 

xx xx x xx xx 2 3 02 72 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Sosial 

xx xx x 3o.c x‘c _. 2 3 02 73 Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan 

xx xx x xx xx 2 3 02 74 Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Bantu Kemanan 

xx xx x xx xx 2 3 02 75 Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Perlindungan--- -------- --

xx xx x xx xx 2 3 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 

xx xx x xx rac 2 3 03 01 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor 
- 

xx xx x XX xx 2 3 03 02 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gudang 

xx xx x xx xx 2 

_ 

3 _ 03 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gudang Untuk Bengkel 

xx xx x xx xx 2 3 01 04 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Ibadah 
J Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 

xx xx x xx xx 2 3 03 05 

Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 
xx xx x xx 

i 
xx 2 3 03 06 

Belanja 
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1 2 

Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Olah Raga 
xx xx x xx xx 2 3 03 07 

-- - - — - — - Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung 
xx ,o( x xx xx 2 3 03 08 Pertokoan/Koperasi/Pasar 

- - 
xx xx 2 3 03 09 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga xx xx x 

xx xx x . 3oc . xx 2 
_ 

3 03 10 -Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Garasi/Pool 

xx xx x XX aoc 2 3 03 11 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kandang Hewan/Ternak 

xx xx x xx xx 2 3 03 12 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Perpustakaan 

Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya 
xx ›oc x xx xx 2 3 03 13 

xx xx x )0‹ )c.c 2 3 03 14 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Menara Telekomunikasi 

xx xx x xx xx 2 3 03 15 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Bersejarah 

xx xx X XX XX 2 3 03 16 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Istana Peringatan 

xx xx 
•• - --- 

x xx )oc 2 
____. . 
3 

___. 
03 

_ 
17 

. .. 
Belanja -Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Adat 

xx xx x xx xx 2 3 03 18 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Peningggalan Sejarah 

xx xx x xx XX 2 3 03 19 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Makam Sejarah 

xx xx x xx XX 2 3 03 20 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tempat Ibadah Bersejarah 

xx xx x xx xx 2 3 03 21 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan. Tugu Peringatan 

XX XX X "CX xx 2 3 03 22 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Kemerdekaan 

KX xx X XX XX 2 3 03 23 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Pembangunan 

xx xx x xx xx 2 3 03 24 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan Lainnya 

xx xx x xx xx 2 3 03 25 Belania Modal Gedung dan Bangunan- Pengadaan Bangunan Monumen/Bangunan Bersejarah 

xx xx x xx xx 2 3 03 26 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Bersejarah 

›,x xx x xx xx 2 3 03 27 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Titik -Kontrol/Pasti 

xx xx x xx xx 2 3 03 28 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan 'fugu/Tanda- i3atas 

xx xx x xx xx 2 3 03 29 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu --- --

xx xx x xx xx 2 3 03 30 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Tidak Bersuar - 

xx xx x xx xx 2 3 03 31 Belanja Modal Gedung dan Bangunan- Pengadaan Bangunan- Kesehatan 

xx xx x 3 04 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan xx xx 2 

xx xx x >c< xx 2 3 04 01 Belanja Iit--odal-Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Nagari 

xx xx x xx xx 2 3 04 02 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - PengadaanJalan. Khusus Nagat4 - 
._ 

xx >ac x xx xx 2 3 04 03 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan 

xx _ . xx x xx xx 2 3 04 04 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi 

xx xx x xx xx 2 3 04 05 
. 

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Waduk Irigasi 
. .. . . .. . ._ _ ._ 

--WadukBelanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Penanggulangan 
xx xx x xx xx 2 3 04 16 Sungai 

xx xx x xx xx 2 3 04 29 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku . 
ri xx xx x xx xx 2 3 04 30 

- 
Belanja Moda! Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Waduk Air Bersih/Air Balcu 

xx xx x xx xx 2 3 04 44 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih 

xx xx x xx xx 2 3 04 45 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Air Muka Tanah 

XX XX X XX xx 2 3 04 46 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Air Sumber /Mata Air 
xx xx x xx xx 2 3 04 47 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Air Tanah Dalam 
xx xx x xx xx 2 3 04 48 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan  Air Tanah Dangkal -
XX >0{ X XX XX 2 3 04 49 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Air Bersih/Air Baku Lainnya _ 

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Air Minum Jaringan 
>ac xx X XX "CX 2 3 04 66 Sambungan Kerumah 

x xx xx 2 3 
- -- - - 

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya xx xx 05 

xx xx x xx xx 2 3 05 01 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku 

xx xx x xx XX 2 3 05 02 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum 
. . 

xx xx x ,oc xx 2 3 05 03 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Filsafat 
- - ------

xx x 2oc xx 2 3 xx 05 04 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Keagamaan 

xx xx x xx xx 2 3 05 05 
. . . . _ _. 

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Sosial 

xx xx x xx xx 2 3 05 06 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Bahasa 

xx xx x xx xx 2 3 05 07 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Matematika tk Pengetahuan alam 

xx xx X XX xx 2 3 05 08 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ihnu Pengetahuan Praktis-
---

X XX xx 2 3 05 09 xx xx Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Arsitelctur, Kesentan, Olah raga 

xx )cx x "tx xx 2 3 05 10 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Geograti, Biograti, Sejarah— -- - 

xx xx x xx xx 2 3 05 11 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Terbitan 

XX XX X XX xx 2 3 05 12 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Terbitan Berkala 

xx i. xx x xx xx 2 3 05 13 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Laporan -- --------

Belanja  
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1 2 

xx xx x xx xx 2 3 05 14 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan 

xx xx x xx xx 2 3 05 15 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan Peta 

xx xx x xx xx 2 3 05 16 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan Naskah 

xx xx x xx xx 2 3 05 17 
.. - . 
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-I3arang Perpustakaan Musik 

xx xx x xx xx 2 3 05 18 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan Karya Gralika 
.... . . .. , 

xx xx x rac xx 2 3 05 19 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan Three 

xx xx x •xx 2 3 05 20 Belanja Modal Aset Tetap Lamnya - Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan Bentuk Micro 

xx xx x xx 2 3 05 21 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan Rekaman Suara 

>,. c = x xx x-w 2 3 05 22 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan Berkas Komputer 

xx xx x xx xx 2 3 05 23 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan Film Bergerak 

xx xx x xx xx 2 3 05 24 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan Tarscalt 

?c< xx x xx xx 2 3 05 25 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang I3ercorak Kebudayaan 

xx xx x xx xx 2 3 05 26 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Pahatan 

xx xx x xx xx 2 3 05 27 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang I3ercorak Kebudayaan Lukisan 

:,..x xx x xx xx 2 3 05 28 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang I3ercorak Kebudayaan Alat Kesenian 

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Alat Olah Raga 
xx xx x xx xx 2 3 05 29 

xx 
_. 

xx x xx xx 2 3 05 30 Belanja Modal Aset Tetap Lamnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Tanda 
- . 

xx xx x xx ._ xx 2 3 05 31 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Maket dan Foto 
_ - 

ij. ),..; xx x xx xx 2 3 05 32 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Benda-benda 
.. , . 

r xx xx X XX }CX 2 3 05 33 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Barang Kerajinan 

xx XX X XX XX 2 3 05 34 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya 

XX X7C X XX XX 2 3 05 35 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Senam 

xx xx x 2DC XX 2 3 05 36 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Air 

xx xx x xx xx 2 3 05 37 _ . 
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Udara 

xx xx x xx xx 2 3 05 38 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya 

X-X XX X }Ot XX 2 3 05 39 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Hewan 
- 

xx xx x xx xx 2 3 05 40 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Binatang Ternak 

xx xx x xx xx 2 3 05 41 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Binatang-Unggas 

xx xx x xx xx 2 3 05 42 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Binatang Ikan ' 

xx xx x xx xx 2 3 05 43 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman 

xx xx x xx xx 2 3 05 44 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan TanamanTherkel;unan , 

3 :. XX X "CX XX 2 
.... _ 

3 
. 

05 45 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman Holtikultura 

xx xx x xx xx 2 3 05 46 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman Kehutanan 

xx xx x xx xx 2 3 05 47 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman Hias 

xx XX X XX XX 2 3 05 48 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman Obat dan Kosmetika 

xx xx x xx 
. 

xx _ 2 3 05 49 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi 

xx xx x xx xx 2 3 05 50 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi 

xx xx x xx ]cx 2 4 BELANJA TIDAK TERDUGA 

,--

XX XX X XX xx 2 4 01 Belanja Tidak Terduga 
- 1-

XX XX X XX xx 2 4 01 01 Belanja Tidak Terduga 

C. KODE REKENING PEMBIAYAAN 
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C. KODE REKENING PELYIBIAYAAN PEMERINTAH NAGARI KABUPATEN TANAH DATAR 

Kode RekenIng Uralan 
1 2 

xx xx x XX XX 3 PEMBIAYAAN 

xx mc x i•u: xx 3 I Penerimaan Pembiayaan 

XX XX X XX XX 3 1 1 Sisa L,ebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 

XX XX X XX XX 3 1 1 01 Pelampauan Penerimaan PAN 

xx xx x 2C2C xx 3 1 1 02 Pelampauan Penerimaan Dana Transfer 

XX XX X XX XX 3 1 1 03 Pelampauan Penerimaan Pendapatan Lain-lain 

xx >oc x xx xx 3 1 1 04 Sisa Penghematan Belanja atau akibat lainnya 

xx xx x xx xx 3 1 1 05 Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesrukan 

>oc rac x mc XX 3 1 1
t

05 Kegiatan Lanjutan 

xx roc x XX XX 3 1 2 Pencairan Dana Cadangan 

xx xx x xx xx 3 1 2 01 Pencairan Dana Cadangan 

xx >dc x XX XX 3 1 3 Hasil Penjualan Kekayaan Nagari Yang chpisahkan 

xx X.0 X XX JOC 3 1 3 01 Hasil Penjualan Kekayaan Nagari Yang dipisahkan 

IQC XX X xx xx 3 1 4 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjarnan 

DOC XX X XX xx 3 1 4 01 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Kepada Pihak Ketiga 

xx >dc x >ac xx 3 1 5 Dst... 

3,7i. XX X 2CX aoc 3 2 Pengeluantn Pentbiayaan 

xx xx x X7C XX 3 2 1 Pembentukan Dana Cadangan 

30C lOC X XX 3oc 3 2 1 01 Pembentukan Dana Cadangan 

xx xx x xx xx 3 2 2 Penyertaan Modal 

roc roc x xx XX 3 2 2 01 Badan Usaha Milik Nagan/Swasta 

xx xx x >dc >dc 3 2 2 02 Dana Bergulir kepada Kelompok Masyarakat 

XX )0t X XX XX 3 2 3 Pembayaran Utang 

xx xx x XX XX 3 2 3 01 Pembayaran Utang kepada Pihak Ketiga 

rac xx x xx xx 3 2 4 Pemberian Pinjaman Nagari 

ror xx x xx xx 3 2 4 01 Pemberian Pinjaman Nagan kepada Pihak Ketiga 

4(

TELAH DITEUTI KABAG 
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